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BAB I
TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN TENDER DAN
PENDEKATAN HUKUMNYA

2.1 Pengertian Tentang Persekongkolan Tender
2.1.1 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan

Berdasarkan ketentuan dalam Pas@h& Sherman Acd8901** menyatakan
bahwa, “...persekongkolan untuk menghambat perdagang4...conspiracy in
restraint of trade.).” Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat menciptakiatilah
“concerted actiol, untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalanal
menghambat perdagangan, serta merumuskan priraipiabterhadap pelaku usaha
harus dibuktikan, terdapat kegiatan saling menykanayang berlandaskan pada
persekongkolan guna menghambat perdagangan semgbukigannya dapat
disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan peien di Amerika Serikat itulah,
maka persekongkolan adalah kesepakatan dalam bekénja sama yang
konsekuensinya adalah perilaku yang saling menijlesua(onspiracy is an
agreement which has consequence of concerted aéton

Istilah persekongkolan selalu berkonotasi negdatill tersebut terbukti
melalui perumusan — perumusan dalam berbagai kafang selalu mengartikan
sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakgjahatat®® Di bawah ini
merupakan pengertian tentang persekongkolan, datara

Dalam kamus Dictionary of Law — L. B. Curzon, persekongkolan diartikan
sebagactonspiracyyakni :

“Conspiracy is if person agrees with any other perwat a course of conduct
shall be pursued which, if the agreement is caroetlin accordance with their
intentions, either can will necessarily amount toirvolve the commission of

123 jhat Pasal 1the Sherman Act “Every contract, combination in the form of trust or
otherwise, or conspiracy in restraint whde or commerce among the several stat@gth
foreign  nations, is declared to be illegal....

12%nud Hansenl.aw Concerning Prohibition of Monopolistic Practs and Unfair Business
Competition Katalis, Jakarta, 2002, him. 323 - 324

12Mengutip dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikasioh®, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, cet. lll, (Jakarta : Balai Pustaka,5)Qthim. 1014
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any offence or offences by one or more of the gmrtio the agreement or be
would do so but for the existence of the facts vhémder any of the offences
impossible, he is guilty of conspiracy to commie tbffence or offences
question-°

Dictionary of Lawjuga mengartikan kat8id. Bid is to make an offer for
something which is being sold by auctéh.

Persekongkolancénspiracy dalam Black’s Law Dictionary (1998 : 382)
diartikan dengan definisi sebagai berikat :

“A combination or confederacy between two or pesstormed for the purpose of
committing by their joint efforts, some unlawfulopiminal act, or some act, which
is innocent in itself, but becomes unlawful whemedeoncerted action of the
conspirators, or for the purpose of using crimimal unlawful means to the
commission of an act not in it self unlawful.

Definisi di atas menegaskan bahwa persekongkaamshdilakukan oleh dua
pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukadakan atau kegiatan bersama
(joint efforty suatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Tpadadua unsur
persekongkolan yaitupertama adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (
concer) melakukan perbuatan tertentu deedua perbuatan yang disekongkolkan
merupakan perbuatan yang melawan atau melanggamhyKrisanto: 20025%°
Yang perlu digaris bawahi adalpkrtama bahwa terjadi persekongkolan apabila ada
tindakan bersama yang melawan hukgedug suatu tindakan apabila dilakukan
oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatanvaelaukum gnlawful) tetapi
ketika dilakukan bersamegncerted actioymerupakan perbuatan melawan hukiifh.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, persekonghmessal dari kata
sekongkal Sekongkolartinya adalah orang yang bersama — sama melakukan

kejahatart*! Sehingga menurut kamus, unsur — unsur sekongldalad

129_B. Curzon, ‘Conspiracy, Sixth Edition (England :Pearson Education Limited2002),
him. 88

27 B. Curzon Ibid., him. 43

12%4enry Campbell Black,Black’s Law Dictionary ,(With Pronounciations St. Paul
Minnesota : West Publishing, Co™ Bd., 1998, him. 382

12%yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 198®
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolander’, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2,
Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 200541 - 42

13%akub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 198
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolander”, Ibid., him. 43

13TIM Prima Penakamus Besar Bahasa Indonesita Media Press, him. 684
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1. Ada dua pihak atau lebih

2. Bersama — sama melakukan suatu kejahatan

Robert Meiner (Siswanto; 2001) membedakan dua j@eisekongkolan
apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu gsongkolan yang bersifat
horizontal forizontal conspiracydan persekongkolan yang bersifat vertikedr{ical
conspiracy.™*? Persekongkolan horizontal adalah persekongkolag gidakan oleh
pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangbarsekongkolan vertikal
adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pyeaig berada dalam hubungan
penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (penggwse.j@sril Sitompul (1999:31)
juga membedakan persekongkolan menjadi dua vyaittsekengkolan intra
perusahaan dan persekongkolan paralel yang disendg@rsekongkolan intra
perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihakndaatu perusahaan yang sama
mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakag gapat menghambat
persaingan. Persekongkolan paralel disengaja tesjaabila beberapa perusahaan
mengikuti tindakan yang dilakukan perusahaan begaarket leader yang
sebenarnya merupakan pesaitig.

Ada juga yang menyamakan istilah persekongkotamdpiracy/konspiragi
dengan istilahCollusion (kolusi), yakni sebagai“: A secret agreement between two
or more people for deceitful or produlent purposArtinya, bahwa dalam kolusi ada
suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dwahg atau lebih dengan tujuan
penipuan atau penggelapan yang sama artinya dekmgaspirasi dan cenderung
berkonotasi negatif atau burti

Secara yuridis pengertian persekongkolan usaha cataspiracyini diatur
dalam Pasal 1 angka 8 Undang — Undang Nomor =urira899, yakni :

“sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan otk usaha dengan pelaku usaha
lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersamgkagi kepentingan pelaku
usaha yang bersekongkol.”

132Ari Siswanto, Bid Rigging” Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Kdsstru
Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April — Oktobe®@, him. 4

133asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Selandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1999, him. 31

134Dalam Ellyta Ras GintingGroiler International Dictionary)bid., him. 72
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Berdasarkan dengan definisi — definisi persekolagkdersebut, muncul
permasalahan yaitu apabila terjadi kerjasama amlagapelaku usaha, tetapi yang
melakukan perbuatan hanya salah satu pihak daaskpifang bekerjasama. Padahal
dengan melakukan sendirian suatu perbuatan pilvakbigt dapat menguasai pasar
atau mempengaruhi proses tender. Apakah situasikidendapat dikatakan telah
terjadi persekongkolan? Situasi tersebut sangatgkinrterjadi dalam pelaksanaan
tender, karena kerjasama yang dibangun dilakuk@ek tpada saat proses tender
berlangsung. Sehingga pada saat tender, salapibatumengikuti proses tender dan
dapat menguasai pasar karena kekuatan modal atmarple pada pasar tertentu.
Salah satu indikator terjadinya persekongkolanuyapakah terdapat tujuan untuk

menguasai pasar ketika melakukan kerjasdma.

2.1.2 Pengertian Umum Tentang Tender
Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yangjadieobyek

persekongkolan adalah persoalan atau masalah teficema pengertian tender atau

lelang dapat diketemukan dalam berbagai sumbadr yai

1. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PamdoRelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerifitalyang mencabut Keppres No. 18 Tahun
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BasangAhstansi
Pemerintalt), tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiaetyadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baikgydilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

2. Berdasarkan kamus hukufif tender atau Aanbestendeo put out contradt
adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lainkumengerjakan atau

memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekergsesuai dengan

1%5yakub Adi KrisantoJbid., him. 43

139 jhat Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomankB&haan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

137 jhat Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang PedomaakBahaan Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah

138 jhat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Periksa jutmmdalenry Campbell BlackBlack's
Law Dictionary, (With Pronounciations St. Paul Minnesota : West Publishing, Cd',e8l., 1998,
him. 412
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perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh keduahopiaak sebelum pekerjaan
pemborongan itu dilakukan.

3. Dalam penjelasan Undang — Undang Nomor 5 Tahun,f89@nder adalah
tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu rjpake untuk

mengadakan barang - barang atau untuk menyediagan

Jika pengertian tender atau lelang dari berbagabsuini disimpulkan, maka
tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebils,luarena tender merupakan
serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran megaeharga untuk :

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Mengadakan atau menyediakan barang dan atau jasa.

3. Membeli barang dan atau jasa.

4. Menjual barang dan atau jasa, menyediakan kebutbhasng dan/atau jasa
secara seimbang dengan berbagai syarat yang hgrasuldi, berdasarkan

peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak tetta

Tawaran dalam tender dilakukan oleh pemilik kegiatau proyek, dimana
pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienpabida proyek dilaksanakan
sendiri maka lebih baik diserahkan kepada pihak yang mempunyai kapabilitas
untuk melaksanakan proyek atau kegiatan. Dalamgvgag tersebut yang termasuk
dalam ruang lingkup tender antara lapertama tawaran mengajukan harga
(terendah) untuk memborong suatu pekerjdéedug tawaran mengajukan harga
(terendah) untuk mengadakan barang-bardtejiga tawaran mengajukan harga
(terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tigeniielogi berbeda untuk
menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongamgagaaan, dan penyediaan. Tiga
terminologi tersebut menjadi pengertian dasar @ader, artinya dalam tender suatu

pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan epe@an. Apabila suatu

139 ihat penjelasan Undang — Undang Nomor 5 Tahut® 188tang Larangan Praktk Monopoli
dan Persaingan UsahaTidak Sehat

14%Berdasarkan pengertian pedoman Pasal 22 UndanglandrNo. 5 Tahun 1999, pengertian
tender mencakup pengertian — pengertian tersghkhj tawaran mengajukan harga untuk membeli
atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau mekgediarang dan atau jasa, atau melaksanakan
suatu pekerjaan
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pekerjaan atau proyek ditenderkan maka pelaku ugahg menang dalam proses
tender akan memborong, mengadakan atau menyedidlaaang/jasa yang

dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali diteatukain dalam perjanjian antara
pemenang tender dengan pemilik pekerjdan.

Para pihak dalam tender terdiri dari pemilik pgden atau proyek yang
melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin meataksin proyek yang
ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujusnk memperoleh pemenang
tender dalam suatu iklim tender yang kompetitifusaterdiri dari dua atau lebih
pelaku usaha peserta tender. Dua atau lebih pelsédoa akan berkompetisi dalam
mengajukan harga dari suatu proyek yang ditawaseimngga apabila peserta tender
hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjatiihl terbatas. Keterbatasan
pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilikgrglan karena ide dasar dari
pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga tereletegan kualitas terbaik.
Sehingga dengan keberadaan lebih dari dua pesedart akan terjadi persaingan
dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakann@enyediakan barang

dan/atau jas&"?

2.1.3 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan Tende

Dengan demikian persekongkolan tender merupakatu $ientuk kerja sama
yang dilakukan dua atau lebih pelaku usaha dalamgkea memenangkan peserta
tender tertentd®® Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atauhetgserta yang
menyetujui satu peserta dengan harga yang lebiidahe dan kemudian melakukan

penawaran dengan harga di atas harga perusahaan diegkayasa sebagai

Yyakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 198®
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolander’, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2,
Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 200544

“2yakub Adi Krisanto/bid., him. 45

“*asil studi yang dilakukan oleh ekonom Indonesianumgukkan, bahwa persoalan
persaingan usaha di tanah air lebih banyak dideshiokeh 3 (tiga) hal, yaitu : (a) tindakan anti
persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahatakupasaha yang mendapat persetujuan/lisensi
dari pemerintah/penguasaofernment consent (b) tindakan anti persaingan yang dalam hal
pengadaan kebutuhan barang dan atau jasa yangrdjgatakan oleh pemerintah atau badan — badan
pemerintah melalui penetapan tendéid(rigging) yang dilakukan melalui kolusi, manipulasi
pekerjaan, kontrak serta perbuatan curang lainftyajndakan anti persaingan usaha yang dilakukan
oleh pelaku usaha/perusahaan dengan menggunakaegstuntuk menghancurkan pesaing atau
menghambat pesaing masuk ke pasar, misalnya daatakointegrasi vertikal, penetapan harga jual
kembali (esale price maintenangelan pembagian wilayam@rket allocatioh
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pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangamrdgmgses pelelangan yang
wajar, karena penawaran umum dirancang untuk mekeip keadilan dan menjamin
dihasilkannya harga yang murah dan paling efi§iénOleh karena itu,
persekongkolan dalam penawaran tender dianggap hakmgi terciptanya
persaingan yang sehat di kalangan para penawar pengtikad baik untuk
melakukan usaha di bidang bersangkutan.

Persekongkolan tendebid rigging) adalah praktek yang dilakukan antara
para penawar tender selama proses penawaran, peiiksanaan kontrak kerja yang
bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan ogbeimerintah dan pejabat —
pejabat di tingkat daerah. Dalam hal terdapatgb@rsgkolan tender, para penawar
akan menentukan perusahaan mana yang harus mendidgratengan harga kontrak
yang diharapkan. Dalarbid rigging, sebelum diumumkan pemenang tender dan
besarnya harga kontrak, masing — masing pesertdertemelakukan penawaran
dengan harga yang telah direncanakan sebelumnymgge pada akhirnya dicapai
harga penawaran dan pemenang tender sesuai yamgpkhn oleh mereka>

Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilaralagnddndang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999, karena bertujuan menguasair,pasa&ingga berpotensi
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaknpbher

1. Persekongkolan untuk menentukan pemenang tendeal (22§*°
2. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagasgl(P3), dan

3. Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagaRgaal(24).

14IR. Syam Khameniet. al., A Framework for the Design and Implemeatabf Competition
Law and Policy(Washington DC. and Paris : The World Bank and adization for Economic
Cooperation and Development — OECD, 1999), him. 23

14Naoki Okatani, Regulation on Bid Rigging in Japan, The UnitedeSatnd Europk Pacific
Rim Law&Policy Journal , March 1995, him. 250

Y4¢Tender di sini yang dimaksud adalah tawaran untwngajukan sebuah harga untuk
memborong suatu pekerjaan maupun untuk pengadammgoa barang serta bisa juga untuk
menyediakan jasa — jasa tertentu. Periksa MemaijeRsan atas Pasal 22 Undang — Undang No. 5
Tahun 1999. Berdasarkan pada pengertian tersetakia cakupan tawaran pengajuan harga dalam
tender meliputi : (2) memborong atau melaksanakatuspekerjaan tertentu, (b) pengadaan barang
dan atau jasa, (c) membeli barang dan atau jasa,(d¢ menjual barang dan/atau jasa
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Secara khusus persekongkolan tender diatur dalaal P2 Undang — Undang

Nomor 5 Tahun 199%, yang berbunyi :

“bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dendaakpain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender, sehingga dapajakiesikan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.”

Kata “mengatur” yang terdapat dalam pasal tersdbpat diartikan sebagai
suatu tindakan negatif (konotasinya negatif) yaadait dengan persekongkolan.
Dalam praktek suatu tender yang ditawarkan olehep@tah, misalnya, harus diatur
secara transparan atau terbuka dengan prosedntteguna menentukan siapa yang
akan menjadi pemenang tender.

Kolusi dalam proses tender dilakukan dengan berbgdmn, diantaranya
berdasarkan pihak yang terlibat yaitu persekongkdéamder yang terjadi diantara
pelaku usaha dengan pemilik atau pemberi pekermtan pihak tertentu dan
persekongkolan horizontal yaitu diantara sesamakpelusaha pesaing sendiri.
Sedangkan bentuk persekongkolan berdasarkan perigalah dalam bentuk
tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yakgn diajukan dalam
pembukaan tender diantara sesama peserta, denigan saling menyesuaikan
penawaran, mengatur pemenang diantara pesertagedaiuk memudahkan kolusi,
maka peserta akan merencanakan dan setuju terbetiaym giliran pada umumnya,
pada peserta pesaing tender yang kalah justrurakaerima tawaran untuk menjadi

sub kontraktor dari peserta yang memenangkan tefftler

2.2 Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang — Undangdynor 5 Tahun
1999
Dengan diberlakukannya Undang — Undang Nomor 5 Td/999, diharapkan
Pemerintah dapat menjamin iklim usaha yang kondusagi pelaku usaha. Iklim
usaha yang kondusif bagi pelaku usaha tersebutingm dapat menciptakan

kesempatan berusaha yang baik, efisiensi dalankgewenian nasional, efektivitas

17 jhat Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 1290 penjelasannya

14%ara L. HaberbushLimiting The Government's Exposure to Bid Riggirfchemes : A
Critical Look at The Sealed Bidding RegirReblic Contract Law Journal, American Bar Assaoiat
2000, him. 4
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kegiatan usaha, dan mencegah praktek negatif yiaiantuk menciptakan persaingan
usaha tidak sehat. Agar pengadaan barang dan @sariptah dapat dilakukan
dengan benar dan sehat, Undang — Undang Nomor GnTE®09 telah menetapkan
bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatanangayang dilakukan antar
pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasanbkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongk8l.

Tender dalam pengertian hukum persaingan usahatikdrar sebagai
penawaran pengajuan harga untuk memborong suaterjpak dan atau untuk
pengadaan barang atau penyediaan’f@seender ditawarkan oleh pengguna barang
dan jasa kepada pelaku usaha yang mempunyai Hredibidan kapabilitas
berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi. Adaplasan — alasan lain tender
pengadaan barang dan jasa adalah :

1. Memperoleh penawaran terbaik untuk harga dan lasalit

2. Memberi kesempatan yang sama bagi semua pelakwa usatg memenuhi
persyaratan untuk menawarkan barang dan jasanya, se

3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunanigadan jasa kepada
publik, khususnya pengadaan barang dan jasa di agabatau instansi

pemerintah.

Dengan demikian ruang lingkup tender meliputi :

1. Tawaran untuk mengajukan harga terendah guna memp@uatu pekerjaan,
seperti membangun atau merenovasi gedung pemerintah

2. Tawaran untuk mengajukan harga terendah guna peagadarang, seperti
memasok kebutuhan alat — alat tulis dan perlengka@mtor di instansi
pemerintah.

3. Tawaran untuk mengajukan harga terendah guna mekgedasa, seperti : jasa

cleaning servicatau jasa konsultan keuangan di lembaga pemerititah.

149 jhat Pasal 1 butir 8 Undang — Undang No. 5 Tahe®91

%%ndonesia,undang — Undang Tentang Larangan Praktek Monopali ®ersaingan Usaha
Tidak Sehat, op. cit, Penjelasan Pasal 22 Undang - Undang No. 5ira889

lyakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 198
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolander’, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2,
Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 200544 - 45
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4. Tawaran untuk mengajukan harga tertinggi sepentaparan atau penjualan
lelang barang — barang inventaris atau baran@rsifemerintah yang cara

memperolehnya melanggar hukdm.

Dalam iklim berkompetisi, tender yang bertujuan ukntmemperoleh
pemenang paling tidak harus terdiri dari 2 (duapdébih pelaku usaha sehingga ide
dasar pelaksanaan tender berupa perolehan haegmdd dengan kualitas terbaik
dapat tercapdr® Namun di sisi lain, persekongkolan tender dap&t penimbulkan
tindakan kolusif yang bertujuan untuk meniadakamsgegan dan menaikkan
harga™>*

Ketentuan Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tah@®9 1fbih sering
mencakup konspirasi atau persekongkolan tendemattai sekedar membatasi
persaingan usaha atau apakah kegiatan persekond&al@er ibaratnya akan mampu
membatasi persaingan usaha. Untuk menjawab pegarsgmacam ini, maka perlu
dikaji secara mendalam. Apabila hasil pengumumanlele menguntungkan para
peserta yang mengambil bagian dalam tender tersetaka secara tersirat dalam
konteks kebijakan persaingan usaha setidak — tydakmengandung pembatasan
terhadap persaingan harga.

Di banyak negara kondisi seperti itu sangat makcdén sudah biasa, karena
pembatasan terhadap persaingan usaha dapat mdniehtdupan serta kepentingan
negara atau pemerintah dalam arti luas (hinggar&einsi, kelompok masyarakat,
universitas, rumah sakit, sekolah, angkatan beatserpekerjaan umum, perdagangan
dan sebagainya).

Jika dilihat dari sisi kebijakan persaingan usahaka kondisi seperti ini akan
menghambat persaingan harga, dan di banyak negerggdp sebagai masalah atau

kasus yang perlu penanganan secara serius, kaaagatgnerugikan negara dalam

5?Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkalamender Berdasarkan Undang —
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktekd@ali dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Jakarta : KPPU, 2008p. cit, him. 7.

153%yakub Adi Krisantoop. cit, him. 45

1%Knud Hansenl.aw Concerning Prohibition of Monopolistic Practs and Unfair Business
Competition, Katalis, Jakarta, 2002, him. 314

1539, Budi Kagramantolarangan Persekongkolan Tend@Perspektif Hukum Persaingan
Usahg, (Surabaya : Srikandi, 2008), him. 90
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jumlah besar, yang berakibat terjadinya kenaikagktt harga secara signifikan yang
pada gilirannya akan membebani kepentingan sertadlggan masyarakat pada
umumnya->°

Berbeda dengan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 19889y
mengkategorikan persekongkolan tender dalam kegigéamg dilarang. UNCTAD
memasukkan persekongkolan (khususn@allusive Tenderingke dalam kategori
perjanjian atau perilaku yang saling sepakaest(ictive agreement or
arrangements’™’ Pemahaman dari UNCTAD pun tak jauh berbedangan
yang diberikan oleh yurisprudensi Amerika Serikiat)ana perjanjian yang dilandasi
dengan suatu kesepakatan, baik tertulis maupgidak tertulis (lisan), formal
maupun tidak formal semuanya dilarang.

Termasuk pula segala perjanjian tanpa memperhatiipakah perjanjian
tersebut dibuat dengan maksud secara yuridimilke kekuatan yang mengikat
atau tidak mengikat, semuanya terkena lamndglerdapat satu kelemahan
pada perjanjian informal, dimana perjanjian infal (tidak formal) ataupun
perjanjian yang tidak tertulis (lisan) akan menitkan masalah dalam pembuktian,
karena harus dibuktikan bahwa telah terdapabungan komunikasi secara
bersama — sama dalam mengambil suatu keputusisaha antar perusahaan,
sehingga berakibat adanya kegiatan yarimgsaenyesuaikan atau perilaku
yang sejajar.

Sama dengan yang lain, UNCTAD - pun menggolonglensekongkolan
tender menjadi 2 (dua) bagian, yaitu persekolagktender secarahorizontal
dan persekongkolan tender secamtikal. Persekongkolan tender secdrarizontal
adalah persekongkolan tender yang dilakukatar peserta tender itu sendiri
untuk mengatur serta menentukan pemenang te8ddangkan persekongkolan

tender secarsertikal terjadi apabila persekongkolan tender tenselolilakukan

158, Budi Kagramantolpid., him. 91

5"United Nations Conference on Trade and Developm@MICTAD). Model Law on
Competition (Substantive Possible Elements for A Competition, l@G@mmentaries and Alternative
Approaches In Existing Legislations United Natijpnslew York and Geneva, 2004, him. 21
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oleh pemberi atau pemilik pekerjaan dengan pedertder untuk mengatur serta
menentukan pemenang tend&r.
UNCTAD menyatakan, bahwa tender kolusif dapat dergalam berbagai
bentuk, seperti>®
1. Persetujuan untuk mengajukan penawaran yang sama.
2. Persetujuan untuk menentukan pihak yang melaku&aavparan termurah.
3. Persetujuan mengenai penawaran yang tertutup.
4. Persetujuan untuk tidak akan bersaing satu sanmma dalam mengajukan

penawaran.

o

Persetujuan untuk menentukan harga atau persydeatder lainnya.

6. Persetujuan antara peserta tender yang mengelirpeserta tender yang berasal
dari luar, serta

7. Persetujuan yang menunjuk pemenang tender atasroéssi atau alokasi pasar

geografis ataupun berdasarkan pada pelanggan.

Kegiatan persekongkolan tender yang sifatnya kbligsjadi apabila para
pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender klggentingan salah satu pihak
dengan tidak mengajukan penawaran atau kalaupumgajudan penawaran akan
dilakukan secara berpura — puserfi). Tender kolusif yang dilaksanakan melalui
media persekongkolan ini juga bermaksud untuk noahkian persaingan harga serta
berusaha untuk menaikkan harga. Di samping itusgk@ngkolan tender yang
bersifat kolusif ini bertujuan jika posisi yang ngemumkan adanya tender
(diumumkan oleh penyelenggara atau panitia tendar)dapat mengumumkan

berbagai persyaratan yang diminta sesuai kualifi@sg dimiliki oleh pelaku usaha

58lenurut UNCTAD hubungan hukum antara pelaku usphda dasarnya dapat dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu horizontal dan veltikébdubungan yang horizontal adalah hubungan
hukum antara 2 (dua) pelaku usaha yang terikahmd@lrjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha
yang sama atau sejenis, misalnya antara produssgaderodusen, antara pedagang besar dengan
pedagang besar dan yang lainnya. Sedangkan hubuagd@l merupakan hubungan hukum antara 2
(dua) pelaku usaha yang terikat dalam suatu p@ajanjntuk menjalankan kegiatan usaha dalam
lingkup usaha yang berbeda atau tidak sejenis diagkya different states baik dalam proses
produksi maupun distribusinya, misalnya antara psed dengan pedagang besar atau antara pedagang
besar dengan pedagang eceran. Lihat ddliited Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD)., Ibid., him. 22

15%Bentuk tender kolusif menurut UNCTAD. Lihat dalatdnited Nations Conference on
Trade and Developmen{UNCTAD)., Ibid., him. 25
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peserta tender, serta berdasarkan itu pula dapath@ami keinginan para penawar

yang sekiranya berpotensi untuk mempengaruhi hgghgumuman yang

menguntungkan pihak penawar. Berkaitan dengan NCTUAD menyatakan, bahwa

partisipasi aktif oleh para pelaku usaha dalaméktagi persekongkolan tender dapat

dilakukan dalam beberapa bentuk, antara f&fh :

1. Kesepakatan untuk mengajukan penawaran harga aasgodan atau jasa yang
sama.

2. Kesepakatan yang berisi ketentuan siapa yang meagajpenawaran yang
paling baik (termurah) yang nantinya akan mengeinenang tender.

3. Bentuk perjanjian tidak akan melakukan persaingsn sama lainnya dalam
mengajukan penawaran tender.

4. Kesepakatan yang dibuat berdasarkan standar umtuwk amenentukan harga
atau persyaratan tender.

5. Kesepakatan yang sebelumnya mengatur pemenangr tbediasarkan pada

rotasi ataupun berdasarkan pada alokasi geografipum alokasi pelanggan.

Menurut UNCTAD, tindakan berpartisipasi ikut seecara aktif dalam
persekongkolan tender merupakan suatu tindakan gersaingan usaha secara
sempurna dan sehat serta melanggar hakikat daanttgunder yang sesungguhnya,
yaitu dengan mengedepankan keinginan untuk meridapdtarang dan atau jasa
dengan harga serta kondisi yang paling menguntumgehingga akibat kegiatan
persekongkolan tender tersebut ada pihak lain gingjikan. Berpartisipasi secara
aktif dalam kegiatan persekongkolan tender di blangagara merupakan suatu
tindakan yang ilegal, oleh karenanya kegiatan seipedilarang:®*

Lain halnya dengan batasan persekongkolan tenblier rigging) yang
diberikan oleh OECD@rganization for Economic Cooperation and Developtye

yaitu suatu bentuk khusus dari penetapan hargasé&olusif yang dilakukan oleh

1%9nited Nations Conference on Trade and Developn{&itiCTAD), Draft Commentaries,
20 Februari 1998, him. 23

lpartisipasi secara aktif dalam persekongkolan remésurut UNCTAD. Lihat dalanUnited
Nations Conference on Trade and Developm@MtICTAD)., Ibid., him. 28
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beberapa pelaku usaha untuk mengkoordinasikan mtnselaraskan penawaran
diantara mereka atas suatu proyek atau kontfak.

Di samping itu, ada 2 (dua) bentuk persekongkdénder yang sering
terjadi, bentukpertamaadalah peserta tender sepakat untuk mengajulzerdpa
penawaran harga, sehingga dapat mengurangi danarbatmeniadakan tingkat
persaingan harga, serta yakgduaadalah kesepakatan dari peserta tender untuk
menentukan peserta yang mengajukan penawarankiedyda kemudian melakukan
rotasi agar semua peserta mendapatkan giliran unéfadi pemenang dalam suatu
proyek tertentd®

Di negara — negara yang belum atau tidak mempwmgang — undang anti
monopoli sekalipun, sering terdapat atau memilédigburan perundang — undangan
yang secara khusus mengatur tentang tefitletebanyakan negara menerapkan
ketentuan yang lebih ketat terhadap partisipaselpelusaha dalam kegiatan
persekongkolan tender, daripada terhadap penam@izontal lainnya. Hal ini
menjadi suatu kewajaran, karena dalam kegiatasegengkolan tender mengandung
aspek kecurangan atau penipuan serta menimbutkagepuh atau dampak negatif,
merugikan belanja pemerintah dan menghamburkan epgargn (uang) negara

dalam jumlah besar.

1520ECD (Organization for Economic Cooperation and DeveloptheGlossary of Industrial
Organization Economics and Competition Ldm. 16

1833eperti halnya di Indonesia, dalam Bab | pasahydt (1) Undang — Undang No. 89 Tahun
1998 tentang persaingan usaha di Afrika Selataisegengkolan tender dikategorikan sebagai praktek
bisnis horizontal yang bersifat membatasi kegiataaha, serta dapat terjadi diantara pelaku usaha
yang berada dalam pasar yang sama, termasuk jlahkgkén dengan perjanjian, tindakan ,maupun
keputusan dari pelaku usaha. Periksa pula The CitrtopeCommission,The Competition Act :
A Guide to Prohibited Practiced,ynnwood Ridge Pretoria —Republic of South Afriddm. 2.
www. copcom. co.zajkunjungi pada 17 Juni 2009. Di Afrika Selataggumengenal berbagai teknik
persekongkolan tender, seperti halnya di negairs kittara lainBid Supression (Bid Limitting),
Complementary Tendering, Shadow Bidding, sertaRithtion., Ibid, him. 4

®4Valaupun masih ada beberapa negara yang belum ikietditdang — Undang Anti
Monopoli, akan tetapi ada aturan tersendiri yangkditan dengan pelaksanaan tender dan oleh
karenanya ada beberapa tindakan tertentu yangugatilakukan oleh para peserta tender. Misalnya,
larangan untuk membuat persetujuan dalam menentpkamenang tender, melakukan pertemuan
sebelum dilakukan penawaran harga, mengadakan kpeatu informasi mengenai penawaran,
melakukan kesepakatan untuk membayar sejumlah w@wag, memberi keuntungan kepada peserta
tender yang kalah yang diberikan oleh pemenangetemdengadakan kerja sama diantara peserta
tender untuk menentukan harga serta syarat — skanatak yang menjadi obyek tender, persetujuan
untuk menetapkan tingkat pembayaran tertentu kepéuek ketiga sebagai upah atas keberhasilan
dari pemenang tender,dan menyediakan sejumlah s®bggai hadiah kepada pihak ketiga terkait
dengan keberhasilan pemengan tender.
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Dalam pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 19@8syaratkan
adanya persekongkolan yang dilakukan oleh parekpealsaha dengan pihak lain
(pihak ketiga):®® Persoalan dapat atau tidak dapat diterapkannyentkein pasal
tersebut bergantung pada 2 (dua) elemen, yaitayadaara pihak terkait yang harus
atau mampu menunjukkan ciri — ciri ikut berpariasp serta telah terjadi kesepakatan
untuk melakukan kegiatan yang saling menyesuaikarbeérsifat kolusit®®

Terhadap Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tah@® b8nya dapat
diterapkan, apabila pihak yang satu merupakan pelsaha, sedangkan pihak
lainnya adalah pihak ketiga. Undang — Undang Nofdahun 1999 menegaskan,
bahwa pihak lain di sini tidak harus merupakan pgsgihak pertama, dan juga tidak
harus berupa pelaku usaha, atau dapat juga pitmadlilsini setidak — tidaknya adalah
pesaing pihak pertama atau pelaku uséha.

Kegiatan persekongkolan tender seperti yang dadlam Pasal 22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengacu pada tend@qg ybersifat kolusif.
Persekongkolan tender merupakan kegiatan yanggsalenyesuaikan dan bersifat
kolusif serta ada suatu koordinasi yang dilakukarasa sengaja terhadap perilaku
pelaku usaha, yang secara faktual maupun yuribd tmemiliki kekuatan mengikat,
yang dengan sengaja mengganti persaingan usahggany dengan resiko dengan
kerja sama praktis, sehingga berakibat terbentukoyalisi pasar yang tidak sesuai
dengan persyaratan persaingan us&halamun ketentuan Pasal 22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini bersifat umum darakgrmemberi penjelasan
terperinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal btdrsénanya melarang
persekongkolan dalam menentukan dan atau menga&mner@ang tender tanpa
melakukan penjelasan lebih lanjut tentang elabaasi — cara atau indikator penentu

atau pengaturan pemenang tertger.

153 jhat pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 1999

159 . Budi Kagramantolarangan Persekongkolan Tend@terspektif Hukum Persaingan
Usahg, (Surabaya : Srikandi, 2008)., him. 95

167 . Budi Kagramantolbid., him. 95

158  Budi Kagramantogp.cit.,him. 95

%%yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 198
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolander’, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2,
Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 200541 - 42
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2.3 Unsur - Unsur Persekongkolan Tender Berdasarkan Ugang - Undang
Nomor 5 Tahun 1999
Dalam ketentuan Pasal 22 Undang — Undang Nomorhbinra999 terdapat
larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan pergg&ktan dengan pihak lain,
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tgadgrdapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapuur ungnsur persekongkolan tender
yang terdapat dalam Pasal 22 Undang — Undang N6mahun 1999 adalah :
1. Unsur pelaku usaha (Pasal 1 angka (5) Undang — ngnddomor 5
Tahun 1999)."°
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atian hzsaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau badan hukum yang dadirdan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum neefaublik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama — sama melalui perjanji@mygienggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Unsur bersekongkol
Yang dimaksud dengan bersekongkol adalaja ksama yang dilakukan oleh
pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif iapadan dengan cara apapun
dalam rangka memenangkan peserta tender tertént@leh karenanya,
berdasarkan unsur bersekongkol tersebut, makakomgiolan dapat dibedakan
berdasarkan perilakunya yang meliputi antara fdfn :
a. Melakukan pendekatan serta mengadakan kesepakat&kesepakatan
dengan instansi atau panitia tender sebelum pelaksatender yang
berkaitan dengan berbagai hal dan dapat mengaraik umemenangkan

pelaku usaha tertentu.

79 jhat dalam Pasal 1 angka 5 Undang — Undang Nd&iahun 1999

lynsur bersekongkol di sini antara lain adalah kegea antara 2 (dua) pihak atau lebih,
secara terang — terangan atau diam — diam melakuidakan penyesuaian dokumen dengan peserta
lain, membandingkan dokumen tender sebelum pengeramenciptakan persaingan semu, serta
menyetujui dan atau memfasilitasi, tidak menolakakigkan tindakan walaupun mengetahui bahwa
tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalamgka memenangkan peserta tender tertentu
ataupun pemberian kesempatan eksklusif kepadataesader oleh panitia tender secara melawan
hukum

"?pedoman Larangan Persekongkolan Tender Berdasddkatang — Undang Nomor 5 Tahun
1999, Tim Penyusun Guideline Tender KPPU, Jakarta, @2shber 2004, him. 14 - 16
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b. Melakukan pendekatan serta mengadakan kesepakatay ypelanggar
larangan persekongkolan tender sehubungan dengssifilsgsi, merek,
jumlah, tempat serta waktu penyerahan barang daa jmng akan
ditenderkan.

c. Melakukan pendekatan dan membuat kesepakatan nmencga, tempat,
waktu dan batasan pengumuman tender.

d. Melakukan komunikasi atau berbagai informasi yaerfdit dengan harga
yang akan diajukan dalam tender.

e. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh pemyggen tender atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak lang&epgda pelaku usaha
yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

f.  Menciptakan persaingan semu antara peserta tender.

g. Melakukan penyesuaian penawaran antar pelaku agatyan pelaku usaha
atau peserta tender lainnya.

h. Melakukan pembagian kesempatan untuk memenangkastertesecara
bergiliran diantara pelaku usaha atau pesertatende

I. Melakukan penyesuaian, termasuk manipulasi persyardender dan
penawaran yang diterima untuk melakukan tender.

3. Unsur “pihak lain”

Unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkoklalis melibatkan lebih
dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain ddlaimni meliputi para pihak
yang terlibat, baik secarhorizontal maupun secaraertikal dalam proses
penawaran tender yang melakukan persekongkolarertebdik pelaku usaha
sebagai peserta tender dan atau subyek hukum #aigagg terkait dengan
tender tersebut. Berdasarkan unsur “pihak lain"terdapat 3 (tiga) bentuk
persekongkolan tender yaityf*

a. Persekongkolan tender horizontal
Bentuk persekongkolan tender horizontal ini mekapasuatu tindakan

kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tetelggan mengupayakan

173 Budi Kagramantolbid., him. 103
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agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenamgad cara bertukar
informasi harga serta menaikkan atau menurunkagah@@nawaran.
b. Persekongkolan tender vertikal
Dalam bentuk persekongkolan tender vertikal biasaagia suatu kerja
sama, dan kerja sama tersebut dilakukan antaraasatubeberapa pelaku
usaha atau penawar dengan panitia pelaksana tsetbagai pengguna
barang dan atau jas4.Dalam pola seperti ini, biasanya panitia memberika
berbagai kemudahan atas persyaratan — persyaraggrsdnrang penawar,
sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.
c. Gabungan persekongkolan tender horizontaldetrkal
Dalam bentuk gabungan persekongkolan tender haakaten vertikal
biasanya dilakukan antara panitia tender atautipdelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemberi perkerjaan dengakupetaha atau penyedia
barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibadka atau tiga pihak
yang terkait dalam proses tender, misalnya ten#léf yang melibatkan
panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yaglgkukan penawaran
secara tertutup.
4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenaderte
Unsur bid rigging (persekongkolan tender) lainnya adalah “mengasur atau
menentukan pemenang tender”. Unsur ini diartikdragai suatu perbuatan para
pihak yang terlibat dalam proses tender secaraekengkol, yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pgsga dan atau untuk
memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai Pengaturan dan
penentuan pemenang tender dapat dilakukan secararital maupun vertikal,
artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha péaitia pelaksani?

5. Unsur persaingan usaha tidak sehat

"Ketentuan Pasal 27 ayat (1 d dan e) Keppres Nol&8fun 2003 mengakui terdapatnya
bentuk persekongkolan tender horizontal dan bepeisekongkolan tender vertikal dimana para
penyedia barang dan jasa baik secara sendiri masguara bersama — sama dapat mengajukan surat
sanggahan kepada pengguna barang dan jasa jikau#ide unsur KKN antar peserta tender dengan
anggota panitia pengadaan barang dan jasa

3. Budi Kagramantolbid, him. 110
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Unsur yang terakhir dari ketentuan tentang persgikaan adalah terjadinya
“persaingan usaha tidak seh&®™ Unsur ini menunjukkan, bahwa
persekongkolan menggunakan pendekatde of reasonkarena dapat dilihat
dari kalimat “....sehingga dapat mengakibatkan timya persaingan usaha
tidak sehat.” Pendekatamle of reasonmerupakan pendekatan hukum yang
digunakan lembaga pengawas persaingan usaha uetuentimbangkan faktor
— faktor kompetitif dan menetapkan ada tidaknyawshambatan perdagangan.
Artinya apakah hambatan tersebut bersifat mencampatau bahkan

mengganggu persaingaf.

2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Persekongkolan Tender

Tender pengadaan barang dan jasa di sektor peate&inmerupakan besaran
yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. blagsa Indonesia dapat
mengendalikan kegiatan tender barang dan jasaktbrsgemerintahan dengan baik
dan benar, maka penghematan maupun penghilangacdtab akan terjadi pula
secara signifikan. Pada gilirannya hal itu akan doeong terjadinya relokasi
terhadap sumber daya negara ke arah yang lebihulgibdlan bernilai guna.
Kenyataannya menunjukkan, bahwa perkara kegiatasek@ngkolan tender yang
ditangani oleh KPPU ini lebih banyak dilakukan kereadanya intervensi pejabat
birokrasi terhadap panitia tender yang tidak laialah bawahannya. Ini merupakan
salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatanegersgkolan tender di Indonesia.
Oleh karena kegiatan persekongkolan tender itukaigannya dengan praktek KKN
(Korupsi Kolusi Nepotisme)’® maka para pelaku usaha seringkali merasa lebih
leluasa bertindak tanpa khawatir terjerat oleh tpeaa anti monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat maupun peraturan tentang pengdo@ng dan jasa oleh

pemerintah, karena hampir tidak dijumpai adanyaudwn secara tertulis yang

178 jhat Pasal 1 angka 6 Undang — Undang No. 5 T41999

Y"Thomas E. Sullivan and Jeffrey L. Harrisddnderstanding Antitrust and Its Economic
Implications .New York : Matthew Bender & Co, 1994, him. 85

"8 enurut Abdullah Hehamahua, ada beberapa motiegsidinya korupsi, yaitu orang berbuat
korupsi karena kesempatan ada peluang untuk medakkkruspi, ingin memperkaya diri sendiri,
ingin menjatuhkan pemerintahan, atau bahkan adelseRok orang yang melakukan korupsi untuk
menguasai suatu Negara. Periksa dalam : Arya MahMskagenali dan Memberantas Korup&ipmisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2006, him. 24
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menyatakan keterlibatan mereka. Ini merupakan segaag oleh mereka dianggap

sebagai kelebihan atau kemahiran dalam melakukambag@ kegiatan

persekongkolan tendéf®

Sebetulnya ada beberapa faktor yang yang menjedyegbab terjadinya

kegiatan persekongkolan tender yang biasanya darajan muatan KKN, antara

lain :*8°

1. Penegakan Hukum Yang Inkonsisten (Berubah - Ubah)
Panitia tender atau atasan dari panitia tenderpeétaku usaha seringkali justru
banyak melakukan pelanggaran terhadap penegakamhsirta peraturan yang
ada, seperti Keppres No. 80 Tahun 2003 maupun Undddndang Nomor 5
Tahun 1999. Banyak sekali peraturan yang berkalearmgan tender pengadaan
barang dan atau jasa oleh pemerintah selalu beralaamhbahkan setiap tahun
peraturannya berubah sesuai dengan pergantian ip&mhan. Masih banyak
dijumpai adanya tender pengadaan barang dan jaggbgapotensi menciptakan
persaingan usaha tidak sehat serta korupsi yanggikan keuangan negara. Hal
ini disebabkan peraturan pelaksanaan tender masiyak yang dilanggar, baik
oleh panitia tender maupun oleh para pelaku us&fiapun bentuk — bentuk
pelanggaran tersebut adalah pelaksanaan tendefabeéestutup atau kadang
tidak transparan serta tidak diumumkan secara kepada masyarakat melalui
media massa yang ada. Pelaksanaan tender yanmgetersifat diskriminatif
dan tidak transparan dapat mengakibatkan paraypekdha yang berminat serta
memenuhi kualifikasi pada akhirnya tidak dapat nilertgtender tersebut*

2. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang
Dalam jenis persekongkolan tender horizontal, kakti maupun gabungan
persekongkolan tender horizontal dan vertikal, bakg dilakukan oleh para
peserta tender maupun oleh panitia pengadaan bdeangasa serta pimpinan
proyek banyak ditemui adanya persekongkolan yangifae kolusif serta
mengarah pada tindakan korupsi. Dalam jenis pergddadan seperti itu banyak

179, Budi Kagramantolbid., him. 129

18%Bandingkan dengaRaktor — Faktor Penyebab Terjadinya Korupdalam Arya Maheka,
Ibid., him. 23

18 Budi Kagramantolbid., him. 130
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dijumpai penyalahgunaan kekuasaan bahkan kewenaolganpara birokrat,
baik kepada panitia tender (bawahannya) maupunpedasu usaha lainnyd
Terbatasnya Lingkungan Anti Korupsi

Terbatasnya atau langkanya lingkungan yang menenapiinsip anti korup&®
dan nepotisme menjadi salah satu penyebab teym#iggiatan persekongkolan
tender. Hal ini disebabkan adanya sistem serta npadoyang dimiliki dan
berkaitan dengan penerapan prinsip anti korupgiaaerbatas. Di samping itu,
penerapan prinsip anti korupsi di sebuah lingkuniganya dilakukan sebatas
pada formalitas belakd® Sebenarnya antara persekongkolan tender dengan
korupsi **%dan nepotisme sangat berkaitan serta merupakarkssatuan yang
tidak dapat dipisahkan.

Rendahnya Pendapatan

Pendapatan  kurang memadai yang diterima oleh pETggara Negara
seringkali dianggap sebagai alasan oleh merekakumtelakukan tindakan
korupsi pada kegiatan pengadaan tender barangadan@leh karenanya, harus
dipikirkan pula upaya untuk mengurangi ketergan&umgenyelenggara Negara
agar tidak melakukan tindakan korupsi dengan peiatependapatan yang
memadai serta tetap memberikan pelayanan terbai§i &pentingan
masyarakat®®

Keserakahan

Melalui persekongkolan tender pengadaan barangjasa milik pemerintah

maupun perusahaan negara seperti BUMN merupakan dng paling mudah

183  Budi Kagramantolbid., him. 131
183Antikorupsi merupakan suatu kebijakan untuk menkesgrta menghilangkan peluang bagi

berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksladlah bagaimana meningkatkan kesadaran
individu untuk tidak melakukan korupsi serta bagmia menyelamatkan uang serta asset negara.
Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilanglengan melakukan perbaikan sistem (hukum

dan kelembagaan) serta memperbaiki manusianyaa(mman kesejahteraan)

184 . Budi Kagramantolpc.cit.,hlm. 131
%Dalam perspektif hukum, definisi korupsi dijélas dalam Pasal 13 Undang — Undang No.

31 Tahun 1999 jo. Undang — Undang No. 20 Tahun 208ig merumuskan dalam 30 (tiga puluh)
bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yangldikgokkan menjadi : kerugian uang negara, suap —
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasarnyapembcurang, benturan kepentingan dalam
pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi.

189 . Budi Kagramantolbid., him, 133
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dalam melakukan tindakan korup®i. Dalam hal ini mereka yang mampu
melakukan tindakan korupsi tidak pernah merasa pledam mendapatkan
kekayaan. Dengan memanfaatkan situasi serta ketmmgang ada, mereka
leluasa melakukan tindakan korupsi dengan mendtaalakegala cara guna
mendapatkan keuntungan yang optimal, sehinggagldanya mengakibatkan
kerugian Negara. Korupsi menimbulkan ekonomi bi@yggi, artinya harga jual
barang dan jasa di Indonesia semakin mahal. Irsiedtai pelaku usaha yang
diperlukan guna meningkatkan kegiatan usaha memsthal, karena setiap
proses ekonomi harus melewati satu pintu yang ngaékorupsi’*®® Pada
dasarnya persekongkolan tender menurut Pasal 2andnd Undang Nomor 5
Tahun 1999 itu dilarand®*Ada 2 (dua) alasan mengapa persekongkolan tender
itu dilarang, yaitu :pertama,secara langsung dapat menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat serta bertentangan dengan tdjleksanakannya tender itu
sendiri, yaitu untuk memberikan kesempatan yangaset luasnya kepada para
pelaku usaha, serteedua,secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian
keuangan negara (tender oleh pemerintah maupursgiexan negara), karena
tender seringkali dilakukan dengan penggelembuagagaranrark up).®
6. Budaya dan Karakter Bangsa

Budaya dan karakter bangsa kita sudah begitu akeagan tindakan memberi

upeti, imbalan jasa serta hadiah kepada penguasaamping itu budaya

permisif, serba membolehkan serta tidak mau tahadden buruk akibat

korupst™ seringkali menghinggapi para penyelenggara mapeserta tender.

8’persekongkolan tender membawa dampak buruk (nggatitara lain : konsumen atau
pemberi kerja akan membayar dengan harga yabip Imahal daripada harga yang sesungguhnya,
barang atau jasa yang diperoleh (dari segi hjutnlah, waktu, serta nilai) seringkali lebih rewhd
dari yang akan diperoleh. Apabila tender dilakukdengan cara bersekongkol maka akan
menimbulkan ekonomi biaya tingdiigh cost economy

88 jhat dalam Asian Development Bank (ADBjglan Menuju Pemulihan Untuk Memperbaiki
Iklim Investasi di Indonesj&005, him. 5 — 6.

89 jhat Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999

199  Budi Kagramanto/bid., him, 134

Akibat buruk dari tindakan korupsi bahwa koruptapdt menuai keuntungan dan manfaat
dari korupsi tanpa kerja keras tetapi masyarakaigyharus membayar apa yang dinikmati oleh
koruptor, karena koruptor telah mengambil hak rakggengambil kekayaan atau kesempatan yang
seharusnya dapat dipergunakan untuk membangun reerteakmurkan kehidupan rakyat. Periksa :
Arya Maheka, Korupsi Meningkat, Angka Kejahatan Yang Terjadi Mghkat Pulg” Global
Corruption Report, 2003bid., him. 5
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Dalam kegiatan persekongkolan tender korupsi seejpotisme merupakan

sesuatu hal yang biasa, sehingga mereka yangatedddam persekongkolan

tender menganggap bahwa korupsi itu harus adaetegai hal yang seringkali

terjadi’®?

7. Keuntungan Korupsi Lebih Besar
Biasanya seseorang yang akan melakukan tindak $iordplam kegiatan
persekongkolan tender sudah menghitung dengan tekmatungan yang
diperoleh, apabila seseorang melakukan tindak lsbrdplam persekongkolan
tender uang Negara yang dikorupsi itu sangat bpsalahnya, maka jika
sewaktu — waktu tertangkap masih ada cukup dan&uményuap petugas, dan
dia sendiri masih mempunyai kesempatan untuk mera/nsisa dana atau uang

hasil korupsi di tempat lait?

2.5 Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender

Kegiatan tender pengadaan barang dan jasa yanterdjgarakan oleh
instansi  pemerintah  maupun  non pemerintah, seringhardapat upaya
penyelewengan ataupun dalam bentuk indikasi penggdatan yang bertujuan untuk
memenangkan salah satu peserta tender yang sepmlk ataw jauh — jauh hari
memang dipersiapkan untuk menjadi pemenang tendendisi semacam ini
seringkali meresahkan peserta tender lainnya, dabila penyelewengan atau
penyimpangan tersebut terjadi dalam kegiatan tendeka orang yang paling
bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalapifam Proyek (Pimpro) tender
atau pengadaan barang/jasa yang diserahi tugasadggung jawab sebagaimana
telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2893.

193 . Budi Kagramantolbid., him, 135

19pda beberapa ciri — ciri korupsi yang biasanya daped dalam kegiatan persekongkolan
tender, yakni antara lain : dilakukan lebih datusarang (dalam persekongkolan tender horizontal,
vertikal, maupun gabungan antara persekongkolatietehorizontal dan vertikal), motif korupsinya
dirahasiakan (ada keuntungan optimal yang ingirailty erat hubungannya dengan kekuasaan
tertentu, serta berlindung di balik pembenaran anorkum

19Pimpinan Proyek (Pimpro) adalah pejabat yang diangkleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota maupun Pejabagydiberi kuasa serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dibeayanggaran Pembangunan Belanja Negara
(APBN).loc. cit.,(Pasal 1 angka 5 Keppres No. 80 Tahun 2003)
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Biasanya pada proses tender banyak terjadi pralekupsi Kolusi
Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh panitia tend@n peserta tender. Peserta
tender cenderung melakukan persekongkolan dengamsepeserta dan atau antar
peserta dengan panitia tender ataupun dengan pejabstansi yang
menyelenggarakan tender. Untuk mengetahui telahadtertidaknya suatu
persekongkolan dalam tender, maka terdapat berbagdikasi adanya
persekongkolan tender yang seringkali dijumpai paelaksanaan tender. Berbagai
bentuk indikasi persekongkolan yang dalam prakesing terjadi ini masih perlu
pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan tim &fiaj Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, antara I :

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaanrieyaleg meliputi antara
lain :
a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaisatender secara
transparan.
b. Nilai uang jaminan tender ditetapkan jauh lebilggindaripada nilai dasar
tender.
c. Penetapan waktu dan tempat tender yang sulit didapadiikuti.
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan ipat@hder, antara lain
meliputi :
a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yardibutuhkan.
b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.
c. Susunan dan kinerja panitia cenderung tidak diunaummk
3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikesiupahaan, antara lain
meliputi :
a. Persyaratan untuk mengikuti pra kualifikasi membiatpelaku usaha
tertentu.
b. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam pra Jiflkkasi walaupun
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelab &l kualifikasi.

19 PPU, Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan PersekongkoladefeBerdasarkan Undang
— Undang No. 5 Tahun 1998PPU, Jakarta, 2005, him. 12 - 16
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. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tesuatara lain meliputi :

a. Jangka waktu pengumuman tender yang sangat terbatas

b. Informasi dalam pengumuman tender sengaja dibdek tengkap.

c. Pengumuman tender dilakukan melalui media masaatlejaggkauan yang
terbatas.

. Indikasi persekongkolan tender pada saat pengambdd&umen tender, antara

lain meliputi :

a. Dokumen tender yang diberikan tidak sama bagi sklwalon peserta
tender.

b. Waktu pengambilan dokumen tender yang diberikaitipssangat terbatas.

c. Alamat pengambilan dokumen tender sulit diketemuidah calon peserta
tender.

. Indikasi persekongkolan pada saat penutupan haagar dender, yang antara

lain meliputi :

a. Adanya dua atau lebih harga dasar atas suatu prodidng yang akan
ditenderkan.

b. Harga dasar tender hanya diberikan kepada pelahausrtentu.

. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan teawi@ra lain meliputi :

a. Informasi atas barang atau jasa yang akan ditdittddrjelas dan cenderung
tertutup.

b. Penjelasan tender hanya dapat diterima oleh peis&kioa yang terbatas.

. Indikasi persekongkolan saat pembukaan dokumennzeaa tender, antara lain

meliputi :

a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelals batktu.

b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam 1 ( satu Jamiiersama — sama
dengan penawaran peserta tender yang lain.

. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dantgem® pemenang tender,

antara lain meliputi :

a. Jumlah peserta tender lebih sedikit dari jumlahegasdalam tender

sebelumnya.
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b. Harga yang dimenangkan berbeda dari harga sebeturoteh peserta
tender yang sama.

c. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang tersembdary sulit dilacak
keberadaannya oleh peserta tender yang lain.

10.Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman gedorenang tender, antara
lain meliputi :

a. Pengumuman dilakukan secara terbatas.

b. Tanggal pengumuman tender ditunda dengan alasagrtigak jelas.

c. Ada peserta tender yang memenangkan tender seasa-t menerus di
wilayah tertentu.

11.Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan saaggahtara lain meliputi :

a. Panitia tender tidak menanggapi secara serius ahaggyang berasal dari
peserta tender.

b. Panitia cenderung menutup — nutupi proses dan énzailiasi.

12.Indikasi persekongkolan saat penunjukan pemenangtelan penandatanganan
kontrak, antara lain meliputi :

a. Surat penunjukan pemenang tender diterbitkan sebphases sanggahan
diselesaikan.

b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender memga¢snundaan tanpa
alasan yang jelas.

c. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal -yhag dianggap
penting.

d. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan taspa gang jelas.

13.Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaanwddmasi pelaksanaan, antara
lain meliputi :

a. Pemenang tender mensub kontrakkan (mengalihkarérjpek yang sudah
diperolehnya kepada peserta tender lainnya yanghkdhlam aktivitas
tender tersebut.

b. Nilai proyek yang diserahkan kepada pemilik proyelak sesuai dengan

ketentuan awal.
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c. Hasil pengerjaan proyek tidak sesuai dengan kedantlalam spesifikasi

teknis.

Berbagai indikasi tersebut hanya merupakan peddragnpara pelaku usaha
atau peserta tender dan pejabat atau panitia teodark tidak melakukan
persekongkolan tender. Pada prinsipnya pedomanenanberbagai bentuk indikasi
persekongkolan tender tersebut dibentuk sesuaiatefguan Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 199%° yaitu untuk memulihkan persaingan usaha pada pasar
bersangkutan. Sehingga Komisi Pengawas Persainggmalperlu memberikan batas
— batas kewenangan yang jelas pada setiap tahepderi kemudian masyarakat
dapat memahami dan mengerti secara jelas tahagahapan tender mana yang
menjadi kewenangan untuk dilakukan pemeriksaanhldanjut oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha.

2.6 Modus Persekongkolan Tender

Konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran ushantikan sebagai
bentuk kesepakatan kerja sama diantara para pengmmar seharusnya bersaing,
dengan tujuan memenangkan peserta tender terfeatianjian ini dapat dilakukan
oleh dua atau lebih peserta tender yang setujukuitek mengajukan penawaran,
atau oleh para peserta tender yang menyetujui agér peserta melakukan
penawaran dengan harga yang lebih rendah, dan k&mutklakukan penawaran
dengan harga di atas harga perusahaan yang disskag@bagai pemenang.
Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan gelsbsngan yang wajar, karena
penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadib|am menjamin
dihasilkannya harga murah dan paling efisién.

Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawarardeterdianggap
menghalangi terciptanya persaingan yang sehat kding@n para penawar yang
beriktikad baik untuk melakukan usaha di bidangséegkutan. Berkaitan dengan

199ndonesia,undang — Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangakt®k Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehaf. cit.,Pasal 3

19R. Syam Khemaniet. al.,A Framework for the Design and Implementation admetition
Law and Policy(Washington D.C. and Paris : The World Bank andadization for Economic
Cooperation and Development — OECD, 1999), him. 23
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hal ini, UNCTAD menetapkan, bahwa tender kolusitigpalasarnya bersifat anti

persaingan, karena dianggap melanggar tujuan peaawender yang sesungguhnya,

yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan hargakdadisi yang paling

menguntungkan pihak penyelengg&ta.

Dalam praktek terdapat beberapa modus beroperagmgyaekongkolan

penawaran tender, antara it :

1. Bid Suppression
Tekanan terhadap penawardmd(suppressiony artinya bahwa satu atau lebih
penawar setuju untuk tidak mengikuti tender, ataenank penawaran yang
telah diajukan sebelumnya, dan memberi kesempaan penawar lain dapat
memenangkan tender terseBlitBerdasarkan metode ini persekongkolan dapat
dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usah@akumemenangkan peserta
lain. Dalam bid suppressionini terjadi upaya pemaksaan yang dilakukan
diantara peserta tender, agar yang lain bersediaama@ diri untuk tidak
mengajukan penawaran harga atau bahkan pesertar tlma dipaksa untuk
menarik diri dari arena persaingan penawaran harga.

2. Complementary Bidding
Penawaran yang saling melengkapi coniplementary bidding vyaitu
kesepakatan diantara para penawar dimana dua ebsln penawar setuju
terhadap siapa yang akan memenangkan penawaraen&egnyang dirancang
kemudian mengatakan kepada penawar lain mengerga kiang direncanakan,
sehingga mereka akan melakukan penawaran dengga fang lebih tinggi.
Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan memekarigbenawar lain untuk
menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingg@a penawaran calon

pemenang menjadi lebih rendah daripada pesaing lgamgTindakan tersebut

19%3acker and Lohsd,aw Concerning Prohibition of Monopolistic Praats and Unfair
Business Competitioic TZ — Katalis Publishing, Jakarta, 2000, him. 313

199R. Syam Khemaniet. al.,A Framework for the Design and Implementation admetition
Law and Policydisebutkan adanya bentuk — bentuk kejahatan dalasep tender, sepertibid
suppression, complementary biddinignbid rotation. op. cithim. 25 - 26

209R. Syam Khemaniet. al.,A Framework for the Design and Implementation admetition
Law and Policy, loc. cithim. 25
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menciptakan kesan seolah — olah terdapat persaisgsungguhnya diantara
mereka, sehingga kontraktor yang dirancang berhasitenangkan tend&tt

3. Bid Rotation
Perputaran penawaran atau arisan teraldrrptation), adalah pola penawaran
tender dimana satu dari penawar setuju untuk kensiealgai penawar yang
paling rendah. Dalam hal ini, penawar tender (a&lain pemenang yang sudah
ditentukan sebelumnya), secara bersama — sama rakaawar setinggi —
tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk sr@angkan tender.
Seringkali perputaran ini menetapkan adanya jamirmeaihwa mereka akan
mendapat giliran untuk memenangkan tender. Kaddagliedam beberapa pola
semacam ini, terdapat perjanjian untuk menganssigaahwa penawar yang
“kalah” dalam tender akan menjadi subkontraktor ibgghak yang
dimenangkan®

4. Market Division
Pembagian pasam@rket divisiol, adalah pola penawaran tender yang terdiri
dari beberapa cara untuk memenangkan tender mepemmbagian pasar.
Melalui metode ini, para penawar dapat merancargyal geografis maupun
pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kordiakilayah tertentu, seluruh

penawar sudah mengetahui penawar mana yang akaemaegkan tendéf?

Dalam semua modus persekongkolan tender tersebapkali pemenang
tender, atau penawar yang lebih murah, dapat meagean kesepakatannya melalui
pembayaran langsung sejumlah uang atau melakukganjen sub — kontraktor
dengan penawar yang kalah. Tindakan tersebut depatsangat beresiko, karena
bagaimanapun juga perjanjian tersebut adalah ilelg@lalui aktivitas tersebut,

kontraktor dapat dianggap menghambat atau melasabg— kontraktor menjual

lara L. HaberbushLimiting The Government's Explosure to Bid RiggiSghemes, a
Crititcal Look at The Seale Bidding ReginRablic Contract, Law Journal, 2000, him. 99

29%Kara L. HaberbusHbpid., him. 100. Bandingkan dengan pandangan lain yaemivagi pola
bid rigging ke dalam jenis — jenis berikut inbid suppression, complementary bidding, bid rotatio
dan subcontractingPeriksa pula dalam, Daniel R. KardPrice Fixing, Market Allocation, an@id
Rigging Conspiracies : How Counsel Your ClientDetect Violations and Inform You of Potential
Claims,American Journal of Trial Advocacy, Fall, 2001mhi249

?%Kara L. HaberbusHbid., him. 100
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jasanya secara langsung kepada pemerintah, daseh@cam ini secara yuridis
dilarang. Pada akhirnya berbagai macam komisi yengandung dalam transaksi
antara kontraktor dan sub — kontraktor dianggapagab bentuk pelanggaran

hukum?®*

2.7 Para Pihak dan Cara Menentukan Adanya Persekongkan
2.7.1 Para Pihak Dalam Persekongkolan

Persekongkolan dapat dilakukan oleh sesama pihtak perusahaan dan
dapat pula secara paralel yang sengaja dilakukah satu perusahaan dengan
perusahaan lainnyd> Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabdadad atau
lebih pihak dari satu perusahaan yang sama atamisgnengadakan persetujuan
untuk melakukan tindakan yang dapat menghambataipgen usaha. Seperti,
misalnya, bila ada suatu perusahaan memiliki dividagian) yang berbeda, dimana
masing — masing divisi bertanggung jawab atas jerogduksi yang berbeda, namun
masih dalam satu badan hukum, walaupun masing odsvisi saling bersaing
satu sama lain. Oleh karena masing — masing danisebut masih merupakan bagian
dari satu perusahaan, maka persetujuan yang melakakan tidak dapat
dikategorikan sebagai suatu persekongkolan sesmaalpaman atau pengertian yang
dilarang oleh undang — undang anti monopoli.

Namun apabila suatu perusahaan membentuk orgamjaadalam beberapa
divisi secara terpisah sebagai suatu anak perusahdan dengan demikian
merupakan badan hukum yang terpisah, maka bil&kaemembuat persetujuan
yang sifatnya dapat menghambat persaingan usaha tiralakan tersebut dapat
dikategorikan dalam persekongkolan sebagaimana yg#agang dalam undang —
undang anti monopoft®

2% . Budi Kagramantolarangan Persekongkolan Tend@terspektif Hukum Persaingan
Usahg, (Surabaya : Srikandi, 2008), him. 122

“*Tambahan kata “ disengaja” ini untuk membedakandalkan persekongkolan ini dengan
persamaan tindakan diantara dua atau lebih pels&hbauyang terjadi secara kebetulan tanpa adanya
persetujuan bersama. Periksa pula : Asril Sitompraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Tinjauan Terhadap Undang — Undang No. 5 Tahun 1990itra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him. 31

299, Budi Kagramantolarangan Persekongkolan Tend@terspektif Hukum Persaingan
Usahg, (Surabaya : Srikandi, 2008), him. 44
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Sedangkan persekongkolan paralel yang disengajat deyjadi, apabila ada
beberapa perusahaan mengikuti tindakan yang ditakuleh perusahaan besar
(market leadey yang sebenarnya bagi mereka merupakan pesairagambDhal ini,
apabila kemudian terjadi beberapa perusahaan lyas@r telah menguasai pasar,
maka dikatakan bahwa pasar tersebut merupakan glagavoli >’

Apabila para pelaku pasar mengikuti tindakan damionpin pasarnfarket
leadel), maka hal ini akan berpengaruh terhadap pemkantbharga. Akan tetapi
hal ini tidak selamanya melanggar undang — undatigreonopoli, bila para pengikut
tadi telah mengambil keputusan sendiri — sendimpa dipengaruhi oleh pengusaha
yang menguasai pasar. Jika memang demikian, md&h terjadi persekongkolan
paralel yang disengafd®

Oleh karena itu, harus benar — benar diperhatikpakah ada persetujuan
bersama dari para pengikut pasar tersebut untulgikngntindakan yang dilakukan
pemimpin pasar terutama tujuan mereka dalam metidikdakan tersebut, dan juga
apakah di dalam tindakan itu terdapat maksud umtekyingkirkan pesaing mereka
dari pasar. Dengan demikian, persoalan utama dandan persekongkolan adalah
terdapatnya niat untuk menghambat persaingan d8aha.

Kemudian timbul masalah dalam penerapan Pasal 22arnégn— Undang
Nomor 5 Tahun 1999, yakni mengenai kesulitan dalpembuktian adanya
persekongkolan yang dilakukan oleh para pelakuauddisalnya, jika ada penetapan
harga atau melakukan tindakan yang dilarang lainkgeena dalam praktek para
pelaku usaha tidak melakukan pencatatan secaralligerbila mengadakan
persetujuan. Para pelaku usaha dapat saja mengapakdahan, bahwa kesamaan
harga yang mereka tetapkan atau tindakan yang méaklkkan adalah bukan hasil
dari persekongkolafi®

Guna melihat serta mempelajari tentang persekoagkohaka ada 2 (dua)

kasus konvensional yang pernah terjadi di Amerikakat, yakni kasudnterstate

27 Budi Kagramantolbid., him. 44
298 Budi Kagramantpop. cit, him. 44
299 . Budi Kagramantolbid., him. 45
219 Budi Kagramantploc. cit, him. 45
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Circuit Inc. vs. United Statgs® dan kasusTheatre Enterprises Inc., vs. Paramount
Film Distributing Corp®*?

2.7.2 Cara Menentukan Adanya Persekongkolan

Dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang angmdomor 5 Tahun
19992 mensyaratkan adanya persekongkolan yang dilakollednpara pelaku usaha
dengan pihak lain (pihak ketiga). Persoalan dapat tidak dapat diterapkannya
ketentuan pasal tersebut bergantung pada 2 (deajes| yaitu adanya para pihak
terkait yang harus atau mampu menunjukkan cirrHlkait berpartisipasi, serta telah
terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan yahiggsmenyesuaikan dan bersifat
kolusif.

Di samping itu, terhadap ketentuan Pasal 22, P&sdbn Pasal 24 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan, apabila pihak yang satu
merupakan pelaku usaha, sedangkan pihak lainnyahagdak ketiga. Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa péiakdl sini tidak harus
merupakan pesaing pihak pertama, dan juga tidekshaerupa pelaku usaha, atau
dapat juga pihak lain di sini setidak — tidaknyalatl pesaing pihak pertama atau
pelaku usah&'®

Sedangkan kegiatan yang saling menyesuaikan daifidbéwlusif merupakan
koordinasi yang dilakukan secara sengaja terhaealaku pelaku usaha, yang secara
faktual maupun yuridis tidak memiliki kekuatan misad, yang sengaja mengganti
persaingan usaha yang penuh dengan resiko kerja yamg praktis, sehingga
berakibat terbentuknya kondisi pasar yang tidakaetengan persyaratan persaingan
usaha*®

“perkara atau kasus tersebut dicatat dalam himpkemsus No. 306 U.S. 208 (1939). Periksa
pula : Asril Sitompul,Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sdfiatjauan Terhadap
Undang — Undang No. 5 Tahun 199@itra Aditya Bakti, Bandung, 1998Im. 32 - 33

“?Perkara atau kasus tersebut dicatat dalam himpkaans No. 346 U.S. 537 (1954). Periksa
pula : Asril Sitompuljbid., him. 32 - 33

213 jhat Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang angndomor 5 Tahun 1999

2 ihat Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang angntomor 5 Tahun 1999

23, Budi Kagramantolbid., him. 48

219, Budi Kagramantolbid., him. 48
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Ada beberapa langkah awal yang dapat dikatakangaelBagiatan kolusif,

yakni antara lain :

1. Menginformasikan perilaku diri sendiri dengan harapagar pihak lain dapat
menyesuaikan kegiatannya.

2. Mempengaruhi perilaku pihak lainnya dengan maksuduku memperoleh
informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan piehk lain tersebut, atau

3. Segala penyesuaian perilaku diri sendiri dengaa epapun diharapkan agar
pihak lain dapat mengetahui.

Dalam kegiatan kolusif inipun sebetulnya ada peatadsn yang perlu
mendapat perhatian, yakni jika ada suatu perbeaai@na kegiatan kolusif itu sendiri
dengangentlement agreement&oordinasi kegiatan berdasarkan pada perjanjian)
serta perilaku mandiri (tidak berdasar pada ko@slikegiatan).

1. Terdapagentlement agreemerapabila ada fakta yang secara konkrit atau nyata
mengakibatkan terjadinya pembatasan terhadap kedehzelaku usaha yang
terlibat serta dapat diidentifikasi (seperti hdaga kredibilitas ataupun si
pelaku usaha sudah tidak percaya lagi pada permendikegiatan usaha di masa
mendatang).

2. Akan terjadi kegiatan kolusif, jika batas dagentlement agreemergudah
terlampaui, dan ini dapat dibuktikan dengan sudaipenuhinya koordinasi
seperti yang diinginkan dalam kegiatan berdasapkaia perjanjian.

3. Sedangkan dalam perilaku mandiri (tidak berdasalapeoordinasi kegiatan)
yang biasanya akan mengganggu tingkat persaingamayuskan muncul atau
timbul oleh adanya keputusan sepihak yang diambiuku menyesuaikan
perilaku diri sendiri dengan perilaku pihak lainal®mn hal ini tidak ada

keinginan yang disepakati secara bersama diandéasapthak yang terlibat.

2.8 Dampak Negatif dan Upaya Menangani PersekongkataTender
2.8.1 Dampak Negatif Persekongkolan Tender
Persekongkolan tender akan membawa akibat atauakampuk, baik bagi

peserta tender lain yang tidak ikut terlibat dal@@nsekongkolan maupun bagi dunia
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persaingan usaha itu sendiri. Hampir sebagian bgsegerta tender setuju, bahwa

dalam proses tender seringkali ditemui adanya kenggkolan. Mereka berpendapat,

bahwa persekongkolan tender senantiasa membawaallampatif atau buruk bagi

peserta tender lainnya yang ingin melakukan prtseder secara wajar dan sehat.

Oleh karena itu, dampak negatif adanya persekoagkt@nder harus dihilangkan,

karena dapat membawa beberapa akibat yang merydiataranya adalaft’

1. Persekongkolan tender dapat menciptakan hambdt@mief to entry bagi
peserta tender lainnya.

2. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisemggaran pemerintah serta
merugikan negara.

3. Persekongkolan tender dapat menimbulkan ketidakgaen pasar terhadap

kredibilitas pemerintah atau aparat pemerintahgaal@enyelenggara tender.

Berbagai dampak negatif tersebut akan diuraikan pat satu secara lebih

jelas, yakni sebagai berikut :

1. Persekongkolan tender dapat menciptakan hambadanef to entry
Persoalan mengenai hambatan masuk ke pasar beutamddarrier to entry
bagi pelaku usaha merupakan persoalan serius ydnaglaghi dalam rangka
melakukan kegiatan usahanya secara lancar. Panddajava, mengurangi
hambatan untuk masuk ke pasar yang bersangkutampai@m suatu metode
yang baik atau dapat pula dikatakan sebagai ha garmanfaat bagi persaingan
usaha, dan sekiranya pandangan tersebut juga #@kaimd oleh banyak pihak.
Dengan berusaha untuk mempertahankan pelaku ussa@ng yang beragam
karakternya serta berusaha untuk mencegah tergmti@ybatan masuk ke pasar
yang bersangkutanbdrrier to entry, maka setidak — tidaknya penegakan
undang — undang anti monopoli menuju pada arah yemgr. Tanpa adanya
barrier to entry maupun distorsi yang diciptakan oleh pemerintalakan
perusahaan besar pada pasar yang terkonsentrpakgar harus melakukan

2L . Budi Kagramantalpid., him. 201 - 202
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efisiensi terhadap perubahan yang terjadi padar peiseebut, karena kehadiran
pelaku usaha baru yang mampu menembus pasar tet¥ebu

Barrier to entrydapat pula terjadi pada kegiatan tender pengadasandy dan
jasa tertentu, karena pada dasarnya setiap pésedier mempunyai kepentingan
yang sama, Yyaitu berkeinginan untuk menjadi pemgngnder. Untuk
mendapatkan posisi sebagai pemenang tender, pa@rtgpetender sudah
semestinya harus bersaing secara wajar dan kegddpiTterkadang untuk
mencapai posisi sebagai pemenang tender tersedngrt@ tender tidak segan —
segan untuk melakukan penyimpangan — penyimpangatadanya dengan cara
bersekongkol dengan pihak lain yang terlibat dateioses tender melalui suatu
kesepakatan yang sama, yaitu untuk memenangkarrtgpesader tertentu.
Kesepakatan tersebut dapat berupa kesepakatahstenaupun tidak tertulis
yang sifatnya membatasi kemampuan peserta lain gabgtulnya mempunyai
potensi untuk memenangkan tender. Kesepakatarbigrdapat terjadi dengan
keterlibatan para pihak, tidak hanya keterlibatasepakatan horizontal, namun
juga dapat melibatkan semua pihak dalam proseetehtnipulasi lelang atau
kolusi tender ¢ollusive tendering merupakan kesepakatan, baik horizontal
maupun vertikal yang dilakukan oleh para pesertalde panitia dan atau
penyelenggara tendéf’

. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisemggaran pemerintah.
Melalui perbandingan harga serta output monopetigdn harga serta output
patokan dari suatu model pasar persaingan sempiperéect competition
maka akan dapat dipahami, bagaimana tingkat pgaaiakan mempengaruhi
tingkat kesejahteraan konsumen dan efisiensi yamdphs dilakukan oleh

produserf?°

218§  Budi Kagramantogp. cit, him. 202
2% PPU,Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkflalam Tender Berdasarkan

Undang — Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangeaktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

?%periksa : Richard A. PosneAntitrust Law : An Economic Perspective, Chicagaversity

of Chicago Press1976, him. 98. Istilah yang dipergunakan olehnossering berubah, kadang
menggunakan istilahcompetition polic}, Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut sReréksa
pula : ELIPSLaporan Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia. cit, him. 2
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Pada dasarnya struktur pasar dengan pasar pesasempurna, hampir tidak
pernah terjadi dalam dunia nyata, dan sekaligusamyula merupakan tujuan
kebijakan persaingan usaha yang sebendfyRroduksi yang efisien, berarti
penggunaan sumber daya manusia, mesin serta bakamanya dipergunakan
untuk memproduksi output secara maksimal, dan itigak digunakan secara
sia — sia, sehingga produk barang dan jasa yargsitkhn mempunyai nilai
tertinggi dan bermanfaat bagi konsumen. Efisiemasigpmasa yang akan datang
diperoleh dari insentif untuk inovasi yang menghkasi peningkatan produk
barang dan jasa maupun perbaikan dalam prosesksingla di masa dep&f?
Sedangkan bagi konsumen sendiri, harga yang reakah dapat dinikmati,
karena konsumen akan memperoleh pendapatan yanly felggi untuk
dibelanjakan pada pembelian lain, dapat melakukemstasi sehingga total
surplus atau kekayaan konsumen maupun produserkisenesar?®

3. Persekongkolan tender dapat menimbulkan ketidakgaen pasar terhadap
kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara tende
Persekongkolan dalam tender seringkali terjadirdgleaktek pengadaan barang
dan/atau jasa oleh pemerintah. Kegiatan pengadasmdy maupun jasa yang

penuh dengan persekongkolan jelas dapat mengurkeggrcayaan pasar

2Istryktur pasar persaingan sempurparfectly competitive markehanya ada dalam angan
— angan belaka, dan secara teoritis hanya sekedak bahan diskusi atau pembahasan. Pasar
persaingan sempurna merupakan hal yang dicitaakagit oleh banyak pelaku usaha, namun sulit
untuk dijangkau dan diterapkan dalam menjalankagiakan usahanya. Kebanyakan pelaku usaha
beranggapan bahwa persaingan sempurna merupakéwustpasar yang ideal bagi mereka. Jika
mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya berpsdihla pada peraturan perundang — undangan
anti monopoli yang berlaku. Dalam pasar persaing@mpurna, jumlah produsen dan konsumen
banyak, dimana pembeli dan penjual tidak dapat neeggruhi harga pasar yang ada. Jika penjual
menaikkan harga, maka akan kehilangan pelanggamuiaebaliknya , jika penjual menurunkan
harga maka akan merugi. Selain itu dalam pasagajpgan sempurna tidak terdapat hambatan untuk
masuk dalam pasar dan informasi yang dimiliki gdehjual maupun pembeli adalah sama.

“??Beberapa ekonom mengatakan bahwa ada 2 (dua)efis&nsi, yaitu efisiensi statik dan
efisiensi dinamis. Efisiensi yang bersifat statilapdt digambarkan sebagai efisiensi dalam
memproduksi barang dan atau jasa dengan bahan rdaespyang tersedia sekarang. Sedangkan
efisiensi yang bersifat dinamis atau dikenal sebafisiensi teknis berkembangethnical progress
efficiency yang digambarkan sebagai efisiensi di masa dgpag dimulai dari proses serta inovasi
produk.

?2Para ekonom dan praktisi hukum persaingan usahgpomgrai pandangan yang sama dalam
hal ini, bahwa efisiensi merupakan tujuan utama skiap kebijakan persaingan usaha pada setiap
negara yang sudah memiliki undang — undang antipminoBahkan pendukung aliran atau mazhab
Chicago di Amerika Serikat, seperti Henry Simonepfge Stigler, Robert Bork, Richard Posner serta
yang lainnya merupakan orang — orang yang pertaatianeletakkan aspek atau kajian ekonomi
pada tujuan hukum persaingan usaha.

Universitas Indonesia

Penerapan pendekatan..., Igbal Albanna, FH Ul, 2010



70

terhadap pemerintah, dimana pemerintah berperagaepenyelenggara tender.
Biasanya para pelaku usaha mempunyai pendapat s@amg, bahwa semua
kegiatan tender atau pengadaan barang dan jasa diselgnggarakan oleh
pemerintah pasti akan mengandung persekongkolamgsm kondisi seperti ini
akan menimbulkan keraguan para pelaku usaha unarigikuti tender yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Kemungkinan apakdndisi seperti ini
dibiarkan terus berlanjut, maka pemerintah akan emem kesulitan dalam
pengadaan barang dan atau jasa di kemudian haen&adak ada lagi pelaku

usaha yang bersedia bekerja sama dengan pemeéfihtah.

2.8.2 Upaya Menangani Persekongkolan Tender

Dalam menangani kegiatan persekongkolan tendeu gldkukan berbagai
upaya yang nantinya akan memberikan manfaat bagkpt pihak yang berkeinginan
untuk mengikuti tender pengadaan barang dan ataugkeh pemerintah. Berbagai
upaya untuk menangani terjadinya praktek persekaagktender tersebut dapat
dibagi dalam 2 (dua) sifat, yaitu bersifat preifettein represif, yakni antara laiff>
1. Secara Preventif , antara lain meliputi :

a. Diperlukan peraturan yang menjamin diterapkanny@spr — prinsip tender,
yakni prinsip kewajaran, keterbukaan, keadilan, diskriminatif, dan tidak
menghambat peserta lain yang menjadi pesaing.

b. Perlu pembenahan, peningkatan terhadap kemampuahkuadditas sumber
daya manusia (SDM) yang secara langsung menakggratan pengadaan
barang dan atau jasa.

c. Diperlukan kejujuran dari pihak panitia serta pdegggara dalam
melakukan tender barang dan atau jasa.

d. Mencegah ikut sertanya kartel (dalam wujud asQsigmda suatu

penawaran.

224 Budi Kagramantalpid., him. 208
229 Budi Kagramantogp. cit, him. 209 - 210
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Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang nRauoPelaksanaan
Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah adadafk pukum yang bersifat
formalisme karena aturan mengenai tender barang dan atatejkesan masih
tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu pengaturangylebih baik dan sinkron
antara Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dedgdang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terhadap ketentuaal R2 yang mengatur
tentang larangan persekongkolan tender.
Terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun %29Q8ga masih perlu
dibenahi substansi materinya. Tak kalah pentinglahd@erlunya dibentuk
lembaga oleh pemerintah yang nantinya secara khomrsangani kegiatan
tender atau pengadaan barang dan atau jasa dilséhaionesi&’ dan dibentuk
pula lembaga yang mengawasi pelaksanaan pengatagum@ tender barang
dan jasa secara profesional, independen, jujura $sielak memihak pada salah
satu peserta maupun penyelenggara tefffler.
Secara Represif, antara lain meliputi :
Namun apabila ternyata masih tetap terdapat petaaggterhadap larangan
persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelalahaismaka ada beberapa
tindakan yang secara represif dapat diterapkaty yai
a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat memerimtahkatuk
menghentikan kegiatan tender yang menimbulkan peaa usaha tidak
sehat.
b. Mewajibkan pelaku usaha yang melanggar kedua atteesebut untuk
melaporkan aktivitas usaha kegiatan bisnisnya aecatin ke Komisi

Pengawas Persaingan Usaha.

229 jhat pengaturan tender dalam Keppres No. 82003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

?2’Melonjaknya belanja modal membuat Pemerintah Rushamemperlancar proses pengadaan

barang dan atau jasa. Solusi yang diajukan, b&tes@erintah Rl bermaksud untuk segera membentuk
lembaga yang secara khusus menangani aktivitasagaag barang dan atau jasa di bawah kendali
Bappenas dan pertanggung jawabannya ditujukan kepaesiden RI. Diharapkan dengan adanya
lembaga tersebut sejumlah permasalahan pengadeamgbdan atau jasa yang selama ini membuat
seretnya penyerapan anggaran pemerintah dapabsegeasi.

“Y embaga ini bisa juga berbentuk Komisi Pengaw#&saksanaan Tender yang mandiri dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Preslden R
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c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat pula meaid@m kepada
pelaku usaha untuk mengumumkan aktivitas usahargag y telah
melanggar larangan persekongkolan tender melahankserta media massa
lainnya

d. Dilakukan tender ulang hingga pada tindakan untwmiratalkan hasil
tender barang dan atau jasa sebelumnya.

e. Menerapkan denda dan sanksi administratif (segeldm Pasal 47 Undang
— Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan ReaWenopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat).

f. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat pula mé&aatagenda
administratif tambahan, berupa pengenaan punguts moduk (barang
dan atau jasa) dari peserta tender yang dimenanggeara tidak wajar

melalui persekongkolan.

2.9 Larangan Persekongkolan Tender dan Penerapan Sanksiukumnya
2.9.1 Larangan Persekongkolan Tender

Pada prinsipnya tujuan pengadaan tender adalalk umémperoleh barang
dan atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yakgp;udengan kualitas dan harga
yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam waktutcppda tempat tertentu, efektif
dan efisien serta berdasarkan pada ketentuan darcdsa yang berlaku. Namun
sebaliknya, peserta tender atau pelaku usaha mageunberi proyek yang
bersekongkol biasanya mempunyai tujuan lain, yaituk memenangkan peserta
tender tertentu. Hal ini cukup beralasan karenaetsébya para pihak yang
bersekongkol dalam tender barang dan atau jasaara@rhbisa mendapatkan
peningkatan pendapatan atau penghasilan, kepast&ra bagi peserta tender yang
bersekongkol , ataupun bertujuan untuk meningkapiearguasaan pasar dengan cara

menghambat kegiatan usaha pesaingnya secara tereiserus dan sistemafti®

229 . Budi Kagramantolbid., him. 112
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Dalam Pasal 1 angka (8) Undang — Undang Nomor bima899 ditetapkan,
bahwa persekongkolan merupakan bentuk kerja sam@ gdakukan oleh pelaku
usaha yang bersekongkd!.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undabndang Nomor 5
Tahun 1999 memberi tujuan persekongkolan limitgdiig berupa penguasaan pasar
bagi kepentingan pihak — pihak yang bersekongkdbedangkan ketentuan Pasal 22
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mensyamatkdanya unsur
penguasaan pasar karena tender kolusif tidak tedeaigan struktur pasar. Hal
tersebut merupakan salah satu kelemahan pelaks&@sah 22 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1998

Larangan persekongkolan tender yang ditetapkanndaitentuan Pasal 22
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan habiwdang — Undang
Antimonopoli mengenal unsur perilaku pelaku usghag saling menyesuaikan
dalam persekongkolan tender. Di samping itu per@rdpikum persaingan usaha
harus ditujukan kepada :

“the actual and, or potential business conductioh$ in a given market and not
on the absolute or relative size of the firng>”

Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh otoritassgiagan usaha harus
lebih difokuskan untuk menilai segi — ségihaviour practiceseperti halnya dengan
tender kolusif dan bukan diarahkan pada segikistr pasar sebagaimana dalam
kegiatan merger>*

Tender kolusif mengutamakan aspek perilaku berupgamian untuk
bersekongkol yang umumnya dilakukan secara diamiamd@® Perilaku yang
dimaksud adalah perilaku saling menyesuaikan mekalordinasi secara sadar atau
disengaja untuk mencapai tujuan yang sama dalartulbdonspirasi usaha yang

umumnya tidak mengikat pihak — pihak yang terlibd¢lalui persekongkolan tender,

29 jhat Pasal 1 angka (8) Undang — Undang Nomdiatun 1999

Zlyakub Adi Krisantoop. cit, him. 42

33 jhat Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999

#3%Firoz Gaffar Lima Tahun KPPU : Isu Hukum Persaingan Usaha én&gakannyalurnal
Hukum Bisnis, vol. 24, No. 3, Jakarta, 2005, hli®. 2

239Didik J. Racbini Ekonomi Politik Utang, op. cithim. 131

23°A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopobp. cit, him. 363. Lihat juga Sitompul,
op. cit,him. 32 dan SilalahiPerjanjian Horizontal di Indonesia,bp. cit.,hlm. 75
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pihak — pihak yang terlibat berupaya untuk menghindgemaksimal mungkin
tekanan — tekanan yang ada akibat ketatnya pessaingsaha dan melalui
persekongkolan masing — masing pelaku usaha menmkagkuntuk meningkatkan
keuntungan tanpa harus melakukan kinerja persaisegara sehat’

Praktek persekongkolan telah meluas di kalanganadusaha, terutama
pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis dengamerintah melalui
persekongkolan tender. Praktek tersebut merupakgiar dari praktek dalam sistem
ekonomi politik yang buruk sehingga mengakibatkaefisiensi dan ekonomi biaya
tinggi. Melemahnya ekonomi Indonesia karena huw@auy anggaran belanja negara
yang tidak efisien disebabkan pula oleh persekdagki@nder pengadaan barang dan
atau jasa, khususnya barang dan atau jasa perhefinektek persekongkolan tender
terkait pula dengan praktek Korupsi Kolusi NepoesfKKN) yang meluas di

Indonesia, baik pada masa lalu maupun pada maaeasekini®®’

2.9.2 Penerapan Sanksi Hukum Persekongkolan Tender

Oleh karena itu, Undang — Undang Nomor 5 Tahun 186@ara tegas
menetapkan 2 (dua) jenis sanksi yang dikenaéddnadap pelanggaran ketentuan
Undang — Undang tersebut, khususnya pelanggaraadiap ketentuan Pasal 22,
Pasal 23, dan Pasal 24 Undang — Undang Nomor 5nTaB89, yaitu sanksi
administratif dan sanksi pidana yang berupa pigetak dan pidana tambah4ti.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang — Undang Nomdrabun 1999
menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuh&aksis berupa tindakan

administratif terhadap pelaku usaha yang melangggntuan Undang — Undang

2% nud Hansenpp. cit, him. 84 — 85. Lihat jugadalam Ningrum NatasyeifiAsosiasi dan
Persaingan Usaha Tidak Sehap. cit,him. 210, bahwa bentuk persekongkolan berdasarkataku
merupakan tindakan saling memperlihatkan penawsaiegea antar peserta tender melalui penyesuaian
penawaran, pengaturan pemenang antar pesaing Yakgkdn menjelang acara pembukaan surat
penawaran harga.

#3'Didik J. Rachbini,Ekonomi Politik Utangpp. cit., him. 139. Lihat juga pendapat yang
mengatakan bahwhid rigging in the construction industry is the ncause of corruption among
politicians and public servants it produces advesffects by forcing tax payers to bear the burden o
high construct costs. More over bid rigging, rupsucter to the competition rules which are later
nationally common these days, Naoki Okatanl’Regulation and Bid Rigging in Japan, The United
States and EuropePacific Rim Law and Policy Journal, March 1995, hR&1

“¥ndonesia,Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangexktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. op. dftasal 48 ayat (2) dan (3)
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tersebut, sedangkan ketentuan ayat (2) menetapkatuko — bentuk tindakan
administratif, termasuk pelanggaran terhadap PaBalsal tersebut di atas.

Adapun sanksi pidana denda yang dikenakan terhaelapggaran ketentuan
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang — Undamgpi\® Tahun 1998° adalah
pidana denda antara Rp. 5.000.000.000,00 (limaamiypiah) sampai dengan
Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rbpiatau kurungan pengganti
denda selama 5 (lima) bulan. Selanjutnya sanksiatlp pelanggaran ketentuan
Pasal 41 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1¥9&dalah apabila pelaku usaha
menolak bekerja sama dalam penyelidikan atau pk&saem dengan ancaman
pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ah)pi sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00.(lima milyar rupiefj.

Ketentuan Pasal 49 Undang — Undang Nomor 5 Tah@8*¥omenetapkan
bahwa pidana pokok tersebut dapat disertai dengdang@ tambahan berupa
pencabutan ijin usaha atau larangan menduduki gabdireksi atau komisaris
sekurang — kurangnya 2 (dua) tahun dan selama anigam 5 (lima) tahun bagi
pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaradatmn — Undang Nomor 5
Tahun 1999, penghentian tindakan atau kegiataentertyang merugikan orang
lain 23

Penerapan sanksi pelanggaran terhadap larangaekpegkolan tender
tersebut memerlukan koordinasi efektif dengan piegolisian Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Renanitasan Korupsi (KPK)
karena umumnya praktek persekongkolan dalam tdedait dengan indikasi KKN
(Korupsi Kolusi Nepotisme) yang meluas, baik padesanlalu maupun pada masa
sekarang®*

Dalam persekongkolan tender vertikal, persekongkdinder horizontal

maupun persekongkolan tender gabungan horizontalvedikal, penafsiran sempit

239 jhat Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undangdarign Nomor 5 Tahun 1999

49 jhat Pasal 41 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999

24Iarie Siswanto, Hukum Persaingan UsahaBogor : Ghalia Indonesia, 200&p. cit.,
him. 95 — 96.

43 jhat Pasal 49 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999

#*Racmadi UsmanHukum Persaingan Usaha di Indonesikkarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2004, him. 121 - 122

*Racmadi Usmanibid., him. 122
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ketentuan Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tah@® lftanya mengatur
persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleia pe&laku usaha dan tidak
memuat unsur keterlibatan pejabat atau panitia erental tersebut memberi
pengaruh besar terhadap penerapan sanksi yangkdib&epada pejabat atau panitia

tender, walaupun yang bersangkutan terlibat daknseongkolan tender tersebth.

2.10 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha mengenal 2 (dua) metodeeketath untuk
menganalisis ada atau tidaknya monopoli dan ateajgan usaha tidak sehat, yaitu
dengan pendekatan yang disepat se illegal(per se violationsatau per se rulg
maupun dengan pendekataife of reasorf*° Tetapi dalam kenyataannya pada kasus
— kasus persaingan usaha, penggunaan kedua pemdekattidak mudah untuk
diterapkan.

Karena tidak semua orang mempunyai persepsi yarga sterhadap
pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakatlak melanggar ataupun
dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dasaml rasional tindakannya.
Banyak metode yang dicoba oleh para akademisi,hailum persaingan usaha dan
praktisi hukum untuk menetapkan aplikasi ini walaupidak bersifat mutlak. Oleh
karena itu selama waktu ini, perdebatan masih tégangsung dalam hukum
persaingan usaha ketika menentukan fakieasonablenesstersebut*’

Suatu tindakan yang dinyatakan bersifat anti pegsai @nti competitive
behavio) serta akibat yang ditimbulkan pada proses pegaaitentu harus melewati
beberapa acuan. Ukuran dari akibat anti persairganslah bersifat nyata dan

substansial.

249, Budi Kagramanto/bid., him. 115

24Robert H. Bork,The rule of reason and The Per se Concept : PFibéng and Market
Division, op. cit.hlm. 78, In one sense to attempt to isolate and describerthi@ themes of the rule
of reason involves a considerable element of aabiitess.

#"American Bar AssociationSection of Antitrust LawMonograph 23The Rule of Reason,
1999, him. 104. Hal — hal yang perlu diperhatikatika mengukur faktoreasonablenesdalam suatu
kasus adalah dengan melihat pada faktor : (1) akdreg ditimbulkan dalam pasar dan persaingan, (2)
pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tetsédukekuatan pangsa pasarafket power dan
(4) alternatif yang tersedideés restrictive alternatiye dan (5) tujuaniftenf. Lihat Peter C.
CarstenseriThe Content of The Hollow Core of Antitrust : THed@go Board of Trade Case and The
Meaning of “The Rule of Reason” in Restraint of deaAnalysisJ. Res. L&Econ, 1992, him. 65 — 68.
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Dalam hal ini terdapat ukuran yang dipergunakamrdahukum persaingan
usaha yaitu : melalui pembuktian yang sifatnya ayanti persaingan néked
restrain, misalnya seperti penetapan harga, dengan melddabat yang
ditimbulkannya pada persaingan dan dengan melihdakan atau hambatan yang
dilakukan apakah akan mengakibatkan pelaku usapat aaenggunakan kekuatan
pasarnyarfiarket poweyuntuk menghambat persaingdh.

Dalam ukuran pendekataper se illegal maka pihak yang menuduh
melakukan pelanggaran harus membuktikan bahwa kiamdétu benar dilakukan
tanpa harus membuktikan efek atau akibafiy/&indakan yang dilakukan itu juga
tidak mempunyai pertimbangan bisnis atau ekonommgyaasional dan dapat
dibenarkan, misalnya penetapan harga hanya dengaantuntuk mengelakkan
persaingarf>’

Dalam hal ini pemisahan yang tegas antara pendekesia se illegaldan
pendekatarrule of reasofr'dinyatakan dengamright line test (per se rules?>?
Selebihnya adalah dengan melihat faktor yang meggsehi apakah suatu tindakan
bersifat anti persainganarfti competitive behavioyr atau tidak dengan melihat

unsur alasan atauréasonablene8sdari tindakan tersebut serta dengan jalan

**|American Bar Associatior§ection of Antitrust Lavap. cit.,him. 161

*American Bar Associatior§ection of Antitrust Law, IbidaJm. 1. “Under the Per se Test, the
plaintiff must simply prove that practice occudrand the defendant then is precluded from
attending to justify the restraintihat juga Thomas A. Piraino JMaking Sense of The Rule of
Reason : A New Standard for Section 1 of the ShrerAct,47 Vanderbilt Law Review, (1994),
him. 1753 - 1754

% jhat pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat dakasusNorthern Pacific Railway
Co., vs. United State856 U. S. 1, 5 (1958) dimana dikatakan bahwghete are certain agreements
or practices which because or their pernicious @ffn competition and lack of any redeeming wirtue
are cinclusively presumed to be unreasonable aatkthre illegal without any elaborate inquiry as to
the precise harm they have caused or the businessres for their use. The principle of per se
unreasonableness not only makes the type of ratdraihich are proscribed by the Sherman Act more
certain to the benefit of everyone concerned, butlso avoids the necessity for any incredibly
complicated and prolonged economic investigatido the entire history of the industry involved, as
well as related industries, in an effort to detammiat large whether a particular restraint has been
unreasonable — an inquiry so often wholly fruitleégsen undertaken.”

®lErnest Gellhorn & Teresa Tathaiaking Senc®©ut of The Rule of ReasoBase Western
Reserver Law Review, Volume 35, 1984/1985, him.. %t rule of reason standard was reserved
for instances in which the activity might be beriefj such as certain agreements among members of
a trade association. Under this standard, evideotenarket conditions, justifications for the adiyvi
and actual or potential effects on competition cooé considered.

%%Ernest Gellhorm & William E. Kovacic Antitrust Law and Economic#Vest Group, 1994,
op. cit, hlm. 165. “The first adopts simple, bright line test (perrstes) that focus solely on
whether certain conduct took placel.that juga Stephen Calkin€alifornia Dental Association : Not
the Quick Look But Not the Full Mont7, Antitrust Law Journal, 495 (2000)
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mengevaluasi tujuan dan akibat dari tindakannyardasuatu pasar atau proses
persaingaf>*

Penerapan pendekatanle of reasonmerupakan pilihan yang tepat dalam
melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untulenantukan praktek tertentu
yang menghambat atau mendorong persaingan, atabilaagardapat tendensi
keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkimgkah yang pengaruhnya
paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakatradoas™*

Dalam substansi Undang — Undang Nomor 5 Tahun w888nnya mayoritas
juga menggunakan pendekatare of reason Dalam Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1999 maka substansi pasal — pasalnya yanggmeskan pendekatanle of
reasontergambar dalam konteks kalimat yang membukaraltérinterpretasi bahwa
tindakan tersebut harus dibuktikan dulu akibatnggas keseluruhan dengan
memenuhi unsur — unsur yang ditentukan dalam UndanUndang apakah
menciptakan praktek monopoli ataupun praktek rsgegan usaha tidak
sehat>

Penerapan pendekatame of reasonantara lain dilihat dari bunyi ketentuan
dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mémcéan kata ”...dapat
mengakibatkan...” dan atau "....patut diduga..Hal ini menunjukkan perlunya
penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan mieetkan monopoli yang

merugikan persaingan.

#3American Bar AssociatiorSection of Antitrust Layop. cit., him. 8. Lihat kasudNational
Society of Professional Engineers vs. United Stat85 U.S. (1978), him. 692There are ... Two
complimentary categories of antitrust analysisthe first category are agreements whose nature and
necessary effect are so plainly anti competitivat tho elaborate study of the industry is needed to
establish their illegality — they are “illegal pese.” In the second category are agreements whose
competitive effect can only be evaluated by aiaythe facts peculiar to the business, the histidry
the restraint, and the reasons why it was impoged rule of reason analysjis

#4United States vsTrans — Missouri Freight Associationlf6 U.S. 290, 343, 17 S, Ct. 540,
560, 41 L. Ed. 1007, 1028 (1897) yang kemudian difikasi dalam Standard OilCo. Of N.J. vs.
United States221 U.S. 1, 31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911)

#%Sebagai contoh dari interpretasi pasal yang menbged@n rule of reasoradalah dalam
kalimat yang membuka peluang analisis dengan niedikibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan
sebelum dinyatakan melanggar undang — undang. Ipasal 1 ayat 2 “....sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikaenttegan umum.” Pasal 4 *“....yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gensaingan usaha tidak sehat. Pasal 2, 7, 22, dan
23 “...yang dapat mengakibatkan terjadinya pegsen usaha tidak sehat.” Pasal 8 “...sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usahak tisehat.” Pasal 9 “...sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan germsaingan usaha tidak sehat.”
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Pendekatamnule of reasonmenggunakan alasan — alasan pembenaran apakah
tindakan yang dilakukan tersebut walaupun bersifati persaingan tetapi
mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan pdaimbangan sosial,
keadilan ataupun efek yang ditimbulkanfi¥aerta menggunakan juga unsur maksud
(inten).?>” Sebaliknya pasal — pasal dalam Undang — UndangoNé&nTahun 1999
yang menggambarkan bentuk dari pendekgt@nse illegaldilihat dalam pasal —
pasal yang sifatnya imperatif dengan interpretasg memaks&?®

Pendekatarrule of reasonadalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi
akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu,agmenentukan apakah suatu
perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghéatau mendukung persaingan.
Pendekatan ini menggunakan analisis pasar sertpakaya terhadap persaingan,
sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-urfdang.

Pendekatamer se illegaladalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap
perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu aebagal, tanpa perlu pembuktian
lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari @&ian atau kegiatan usaha
tersebut®

#%pendapat Hakim Agung Amerika Serikat Lord Brandelalam kasusChicago Board of
Trade vs. United State246 U.S. 231, 238 (1918). KasGbkicago Board of Tradadalah suatu kasus
yang terkenal dimana Hakim Lord Brandeis menetafiiehwa penetapan harga diijinkan bila dilihat
kepentingan sosial dan kepada siapa penetapan hmrdderlakukan. Hal ini terjadi ketika bursa
menetapkan hargadll rule) terhadap sekelompok petani di luar kota Chicag@ika pertimbangan
waktu dan informasi. Penetapan harga ini dianggdyagai awal dari argumentasi mengemndg of
reasonyang sampai saat ini masih diperdebatkan. Lilgd juawrence Anthony Sullivan & Warren S.
Grimes, The Law of Antitrust : An Integrated Handbpdest Group, St. Paul Minnesotta, 2000,
op. cit, him. 196, dikatakan bahwa pengadilan harus melipakah tujuan dan akibat dari perjanjian
itu semata — mata hanya untuk membatasi persaijigarya’ maka harus dilihat juga faktor — faktor
apa yang mengakibatkan proses persaingan terdglistors

%'Lihat kasusBarry Wright Corp. vs. ITT Grinnel Corfy24 F2d 227. 232 {1Cir. 1983) “..if
searchfor intent means a search for documents or statésngpecifically reciting the likelyhood of
anticompetitive consequences or of subsequent tpptes to inflate prices, the knowledgable firm
will simply refrain from overt description. It iseant to refer to a set of objective economic
conditions that allow the court to “infer” impra intent, ...them, using Occam’s razor,we can slide
“intent away”. Dalam kasus ini terjadi tuduhan mengenai menjugl (predatory pricing dan
pengadilan memutuskan bahwa elemen tujuantenf) harus dibuktikan untuk menetapkan
terjadinya menjual rugi tersebut.

#8ebagai contoh lihat Bagian Kedua, Pasal 5 ayadttlang — Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Penetapan Harga, yaitu : “Pelaku usalaaadiyy membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu bdaarggau jasa yang harus dibayar oleh konsumen
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

#°A.M Tri Anggraini, “Penerapan Pendekat®ule Of Reasorlan Per Ser lllegalDalam
Hukum Persaingan”Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 24, 2005)pp.cit, him. 5

2507 M Tri Anggraini, Ibid., him. 6
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Untuk dapat menerapkan model pendekatan yang diifegapkan maka
dapat digunakan alat uji terhadap perilaku tersehlika suatu kolaborasi
mengandung sifat-sifat pro kompetitif dan (sekaiguanti kompetitif, maka
pendekatamule of reasormemungkinkan untuk diterapkan. Perilaku terseleuaku
terhadap penyelidikan multifaktor yang mempertaayaktiga hal. Pertama
pembatasan perdagangan tersebut membatasi outpuinelaaikkan hargaedua
apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikomipgang mungkin timbulketiga
apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukak mencapai tujuan efisiensi.
Melalui pemahaman ini terlihat bahwa pendekatahe of reason terutama
memfokuskan diri secara langsung pada dampak t@ph&dndisi persaingan dari
perbuatan pembatasan yang diseliffiki.

Kedua model pendekatan ini dipergunakan untuk neela@kan pola dan
bentuk tindakan dari pelaku usaha yang berakilzat berdampak terhadap kondisi
persaingan. Model pendekatan ini digunakan dengamgenali hambatamgstrain
yang terjadi dalam suatu proses persaingan dimamddtan yang terjadi ada yang
mutlak bersifat menghambat persaingan dan adaryamgpunyai pertimbangan atau
alasan ekonomi. Oleh karena itu, dengan pertimbargaupun rasionalisasi yang
dipengaruhi faktor ekonomi, sosial dan keadilan anaapat diputuskan bahwa
tindakan tersebut dapat dianggap atau tidak meak@pt hambatan dalam proses

persaingan®?

2.10.1 Pendekatarrer Selllegal

Kata ‘per sé berasal dari bahasa latin berdi itself; in itself; taken alone;
by means of itself, through itself, inherently;smiation; unconnected; with other
matters; simply as such; in its own nature withaeference to its relatian
Sedangkamule of reasorberarti %%

“Iis a legal approach by competition authorities thie courts where an attempt is
made to evaluate the pro competitive features i@sérictive business practices

*!Hikmahanto Juwana, et.aRersaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya dineeia
(Jakarta: ELIPS, 1999), him. 69

#2Ningrum Natasya SiraitHukum Persaingan di IndonesiéMedan: Pustaka Bangsa Press,
2004), him. 72

%*Hikmahanto Juwanat.al, op.cit, him. 62
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against is anti competitive effects in order toidecwheter or not the practice
should be prohibited. Some market restriction whicima-facie give rise to
competition issues may on further examination ledao have valid efficiency
enhancing benefits®*

Perbedaan antara hambatan yang sifatnya mutlaktigi@i menjadi faktor
penentu yang penting karena prinsip ini menentukamsep pendekatarrule of
reasori dan pendekatanper se rulé pada saat menentukan tindakan yang sifatnya
anti persaingan atau tidak. Apabila suatu aktivig@mlah jelas maksudnya dan
mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sant@Eaius mempermasalahkan
masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama (depgaistiva yang sedang diadili)
sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutxupakan pelanggaran
hukum persaingan. Prinsip ini dikenal juga dengper “se doctriné atau kerap
disebut juga dengarpér se violatiof 2°°

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) syarat dalamkuied® pendekataper se
illegal, yakni, pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” igada
situasi pasar, karena keputusan melawan hukum ubdkah tanpa disertai
pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai aldaathal-hal yang melingkupinya.
Metode pendekatan seperti ini dianggégr, jika perbuatanillegal tersebut
merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, gamgrusnya dapat dihindari.
Kedug adanya identifikasi secara cepat atau mudah mangenis praktik atau
batasan perilaku yang terlarang. Dengan perka@anpenilaian atas tindakan dari
pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam prosemg@ien harus dapat ditentukan
dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa pat@erilaku yang terletak
dalam batas - batas yang tidak jelas antara parkakarang dan perilaku yang sah.

Pengujian tes) terhadap ada tidaknya persaingan melalui pendekatr se
illegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artilngawa adanya larangan

yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pergusdahk mengetahui keabsahan

264Ningrum Natasya Siraigp.cit, him. 78

?5*Hikmahanto Juwanet.al, op.cit, him. 62-63

%eCarl Kaysen dan Donald F. Turnekntitrust Policy: an Economic and Legal Analysis
Harvard University Press, Cambridge, 1971, him.ld&am A.M. Tri Anggraini, “Penerapan
PendekatariRule Of ReasodanPer Ser lllegalDalam Hukum Persaingan”Jurnal Hukum Bisnis
(Vol. 24, 2005)op.cit, him. 7
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suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka umtekgatur dan menjalankan
usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudhri, yang menimbulkan
kerugian berlipat gand&’ Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelsiaina
sejak awal mengetahui rambu - rambu larangan tefhgerbuatan apa saja yang
dilarang dan harus dijauhkan dalam praktek usahgoga menghindari munculnya
potensi risiko bisnis yang besar di kemudian helbaegjai akibat pelanggaran terhadap
norma - norma larangan tersebtit.

Pada dasarnya pendekafaer sediterapkan pada tindakan - tindakan yang
pasti membawa akibat negatif terhadap persaingadangkan pendekatamle of
reasonditerapkan pada tindakan - tindakan yang berpoteasbawa akibat negatif
terhadap persaingan. Meskipun demikian, terdapéedaan antara negara yang satu
dengan negara yang lain tentang tindakan - tindakensaja yang didekati secara
rule of reason Berdasarkan ketentuan antitrust Amerika Serigatjentuan harga
secara horizontahgrizontal price fixing dianggapillegal secargper se Namun, di
Kanada tindakan yang sama bisa saja diperbolehgabila dilakukan oleh pelaku

usaha yang memilikharket powekecil 2*

2.10.2 PendekatarRule Of Reason
Pendekatarrule of reasonadalah suatu pendekatan yang digunakan oleh

lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuauasvamengenai akibat
perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna nekesm apakah suatu perjanjian
atau kegiatan tersebut bersifat menghambat ataulukeng persaingafi’ Doktrin

ini sebelumnya berasal dari tradcgmmon law(case lawy, yaitu lahir dalam kasus
Mitchel v. ReynoldsKasus ini memberikan gambaran bagaimana suatargjern)
yang bersifat anti persaingan dinyatakan tetapakerbleh hakim yang menangani
perkara. Perjanjian tersebut dianggap layak darutpateskipun bersifat anti

kompetitif karena menjauhkan masyarakat dari manda@anya persaingan. Dasar

267 .M. Tri Anggraini, Ibid., him. 7

%5830hnny IbrahimHukum Persaingan Usah&et. I, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
him. 223

%°Arie SiswantoHukum Persaingan Usah&et. |, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him. 67

2%Ningrum Natasya SiraitHukum Persaingan di IndonesiéMedan: Pustaka Bangsa Press,
2004), op.cit, him. 82
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pertimbangan hakim adalah manfaat jangka panjatfigkumemberikan insentif bagi
pengembangan perusahaan sejenis di kemudian hemi raklebihi kerugian yang
bersifat terbatas dan sementara terhadap persdifigan

Penentuan pendekatanole of reasondiawali dengan menetapkan definisi
pasar. Semua perhitungan, penilaian, dan keputpesming tentang implikasi
persaingan akibat perilaku apapun tergantung p&d@an (pangsa) pasar dan
bentuk pasar terkaithe relevant markgf’?

Pendekatarrule of reasondipergunakan untuk mengakomodasi tindakan -
tindakan yang berada dalangréy ared antara legalitas dan ilegalitas. Dengan
analisisrule of reasontindakan - tindakan yang berada dalagney ared namun
ternyata berpengaruh positif terhadap persaingamjatgie berpeluang untuk
diperbolehkan. Pendekatanle of reasonini seakan - akan lantas menjadi jaminan
bagi para pelaku usaha untuk secara leluasa meiidamdkah bisnis yang mereka
kehendaki, sepanjang langkahriéasonableé”

Namun pendekatamile of reasorjuga mengandung kelemahan, dan mungkin
merupakan kelemahan yang paling utama adalah bpewdekatarrule of reason
yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyanapengetahuan tentang teori
ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleksadamnmereka belum tentu
memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminyajagdapat menghasilkan
putusan yang rasional. Terbatasnya kemampuan dagalgenan hakim untuk
mengatasi proses litigasi yang kompleks, seringkahimbulkan sejarah sepanjang
sistem pengadilan di Amerika Serikat.

Disamping itu, tidak mudah untuk membuktikan keknapasar tergugat,
mengingat penggugat harus menyediakan saksi atidding ekonomi dan bukti
dokumenter yang ekstensif dari para pesaing lainfRedahal, biasanya pihak

penggugat hanya memiliki kemungkinan yang kecilukntnemenangkan perkara,

?"Istephen F. Ros®rinciple of Antitrust Law (Westbury, New York: The Foundation Press
Inc., 1993), him. 14

272\ M. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekat®ule Of Reasomlan Per Ser lllegalDalam
Hukum Persaingan”Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 24, 2005)pp. cit, him. 10

?*Arie Siswanto,Hukum Persaingan Usah&et. |, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).cit,
him. 67
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sehingga seringkali pendekatanle of reasondipandang sebaga rule of per se
legality.?"

Berdasarkan perbedaan pendekatanse illegaldan pendekatathe rule of
reason maka untuk selanjutnya, sebagian besar keputyssmgadilan telah
menempatkan posisi di antara kedua pandangan rekdersebut. Meskipun
kebanyakan keputusan pengadilan dan para komeb&tasumsi bahwa pendekatan
per se illegalserta pendekatarule of reasonmerupakan standar yang berlawanan

dalam melakukan analisisantitrust®”

namun dalam kenyataannya mereka
menganggap bahwa keduanya merupakan satu ke$atéatinya bahwa dalam satu
kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputlisendasi pendekatamle of
reason tetapi dalam kasus lainnya digunakan pendekagarse illegal atau bahkan
secara bersamaan akan digunakan kedua pendekattmnie’’

Walaupun ada perbedaan yang jelas antara pendegatase illegaldan
pendekatanrule of reason,tetapi keduanya bisa saling melengkapi dan tidak
merupakan inkonsistenSEt Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persggun
pendekataper se illegal lebih singkat daripada pendekatate of reasorf’®

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kap&an diterapkan
pendekatamule of reasoratau pendekatamer se illegalkarena tidak semua perilaku

yang bersifat membatagieétrictive condugtsecara inheren bersifat anti persaingan,

2""A.M. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekat®ule Of Reasorlan Per Ser lllegalDalam
Hukum Persaingan”Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 24, 2005)pp. cit, him. 9

2"Edward Brunet, Streamlining Antitrust Litigation bifacial Examination of Restraints : The
Burger Court and The Per Se Rule of Reason Distin¢tWashington Law Review, vol. 1, 1984,
him. 22. Lihat pula James E. Hartlest. al., “The Rule of Reasoty American Bar Association
(ABA), Monograph No. 23, 1999, him. 7

2’®James E. Hartlewt. al., Ibid.,him. 9

2" jhat Standard Oil, Co vs. United Stat&21 U.S. 1, 31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911)

?®akim Burger telah mengantisipasi untuk mengakisismbedaan perdebatan tentang
pembedaan yang jelas antara analiper se dengan rule of reason dalam pernyataan
ketidaksetujuannyad{ssenting opiniop pada kasugopco, dengan menyatakan bahwa Per se
rules ...are complimentary to, and no way inconststeth...” Lihat Topco vs. United States405
U.S., him. 621. Lihat pula kasuBlational Society of Professional Engineers vs. émhiStates435
U.S. 679, dimana Mahkamah Agung menyatakarthe. purpose of both the per se rule and rule of
reason was to form a judgement about the competiignificance of the restraint”. Kemudian
Mahkamah Agung juga menunjuk dalam kasus NCAAwaah...the ultimate focus of...inquiry
under the per se rule and rule of reason shoulthieecompetitive impact of the conduct at issue...and
that indeed, there is often no bright line separgtper se from rule of reason analysis

2*Thomas A. Piraino, Jr.Making Sense of the Rule of Reason : a New Starfda@ection 1
of the Sherman Act”. Vanderbilt Law Review|. 47, November 1994, him.1753

Universitas Indonesia

Penerapan pendekatan..., Igbal Albanna, FH Ul, 2010



85

maka guna mengatasi hal ini, pengadilan memiliki@angan untuk menggunakan
pendekatan yang satu daripada yang lain berdasgr&simbangan kasus demi
kasus. Namun demikian, sampai saat ini masih tetdipsulitan untuk menerima
semua preseden yang ada, karena tidak adanya temssisdalam keputusan
pengadilan, mengingat sebagian besar hu&atitrust merupakan keputusan hakim
yang dihasilkan dari interpretasi terhadap Undatmdang?®

Guna menentukan pilihan terhadap kedua pendekatsebut, maka terdapat
petunjuk untuk menentukan penerapan salah satukddra pendekatan tersebut,
meskipun pedoman itu tidaklah akurat, karena Malaktargung Amerika Serikat
secara terus — menerus selalu ‘bergulat’ denganalataskarakterisasi kedua
pendekatan tersebfit:

Pedoman tersebut meliputi antara lapgertama, apakah suatu perjanjian
melibatkan para pesaing. Jika demikian, maka peragupendekatgper se illegal
lebih dimungkinkan. Namun jika tidak, maka akanudigkan pendekatarule of
reason (meskipun hal ini meliputi, umpamanya, ‘pengaturbarga penjualan
kembali’ atau ‘perjanjian yang mengikat’). Pedomang kedua,apakah rencana
tersebut melibatkan suatu ‘jaringan industif.Jika demikian, maka akan digunakan
pendekatarrule of reason Pedoman yangetiga adalah apakah rencana tersebut
secara ‘eksplisit’ berpengaruh terhadap harga ptaduk outpu). Jika demikian
halnya, dan jika kesepakatan tersebut meliputi pasaing, pengadilan secara umum
akan menerapkan pendekatgmer se illegal meskipun terdapat beberapa
pengecualian. Namun jika rencana tersebut hanyaebgaruh secara implisit
terhadap harga dan produk, maka akan digunakansiantdie rule of reason
Pedoman yangeempatadalah, apakah perjanjian yang berpengaruh terhizalaa
atau produk tersebut bersifat ‘terbukaiaked atau merupakan ‘tambahan’ dari
aktivitas lainnya yang berakibat meningkatnya efisi dari para pihak yang

bersaing.

%8%Thomas E. Sullivan dan Jeffrey L. Harrisddndesrstanding AntitrusAnd Its Economic
Implications, op. cithim. 85

“lerbert HovenkampAntitrust, St. Paul Minnesota : West Publishing, Co., 1988n. 92

83 jhat National Society of Professional Engineers vs.téthiStates435 U.S. 679, 98 S. Ct.
1355 (1978)
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Jika perjanjian bersifat ‘terbuka’, maka secaranattis akan diterapkan
pendekatarper se illegal Namun jika perjanjian tersebut merupakan ‘tamhaha
terhadap tindakan bersama lainnya, maka pengadikan mempertimbangkan
apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap hargabut perlu diadakan dengan
cara melakukan tindakan bersama. Jika perjanjigehet telah melampaui pengujian
yang kedua (merupakan ‘tambahan’ terhadap tinddlemsama), maka tergugat
harus membuktikan bahwa dampak dari perjanjiarebetsadalah untuk mengurangi
harga atau meningkatkan produk dengan cara memhbsat beroperasi lebih efisien
daripada sebelumnya. Jika argumentasi itu sangdtdan meyakinkan, Mahkamah
Agung Amerika Serikat dapat menerapkan pendekat#n of reasonmeskipun
perjanjian diantara para pesaing tersebut sec&splisit’ berpengaruh terhadap
harga atau produie?

Uraian mengenai penerapan pendekatmse illegaldan pendekatarule of
reason pada penulisan sebelumnya menunjukkan, bahwaprddua pola yang
ekstrim. Di satu sisi terdapat larangan yang tegasik melakukan perjanjian,
penggabungan, atau persekongkolan dalam perdag&tigginsisi lain, Mahkamah
Agung Amerika Serikat secara eksplisit juga men@nu konsep kewajaran
(reasonablene3$® Pemeriksaan mengenai kewajaran secara umum berfuida
bagaimana suatu praktek usaha yang terlarang degmpengaruhi persaingan, yakni
apakah praktek tersebut merugikan atau mendukursgipgan, dan apakah terdapat
alternatif lain yang dapat dilakukan sebagai petkigialam pemeriksaan berdasarkan
Section Xthe Sherman A&t°

Perancang Undang - Undang Antimonopoli Indoneaiard hal ini cenderung
melimpahkan penerapan alternatif dari kedua pendektersebut kepada Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, yang dinyatakan dalsah & Undang - Undang

“3*Herbert HovenkampAntitrust, op. cit.hlm. 92 - 93

2845ection 1 The Sherman ActEvery contract, combination in the form of trustatherwise,
or conspiracy, in restraint of trade or commegreong the several States, or with foreign natios,
hereby declared to be illegal....”

28%phillip Areeda, Antitrust Law, dalam James E. HartleJhe Rule of Reason, op. cit.,
him. 1

2883ection 1 The Sherman ActEvVery contract, combination in the form of trustasherwise,
or conspiracy, in restraint of trade or commegreong the several States, or with foreign naties,
hereby declared to be illegal....”
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Nomor 5 Tahun 1999. Pada dasarnya, tugas Komisgadeas Persaingan Usaha
antara lain adalah melakukan penilaian terhadauagrarjanjian dan atau kegiatan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momaj#oi persaingan usaha tidak

sehat®’

2.11 PendekatanRule Of Reason Dalam Perkara Persekongkolan Tender
Tindakan persekongkolarcdnspiracy dalam hukum persaingan termasuk
dalam kategori perjanjian. Pada hakekatnya, peésjanjerdiri dari dua macam,
pertama, perjanjian yang dinyatakan secara jelasxp(ess agreementbiasanya
tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatibihe mudah dalam proses
pembuktiannya.Kedua perjanjian tidak langsung infplied agreemeit biasanya
berbentuk lisan atau kesepakatan - kesepak@tam hal tidak ditemukan bukti
adanya perjanjian, khususnyaplied agreementdan jika keberadaan perjanjian
tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggubekti yang tidak langsung
atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan pgign dan atau persekongkolan
tersebuf®
Di beberapa negara, persekongkolan dalam tenderupaiean jenis
pelanggaran yang sangat serius, karena tindaksebtgrbiasanya merugikan negara
dalam arti luas. UNCTAD menayatakan sebagai berikut
“Collusive tendering is inherently anti — compeéti since it contraveness the
very purpose of inviting tenders, which is to pmecugoods or services on the
most favourable price and conditiang?®
Tender kolusif di banyak negara umumnya adgahse illegal Bahkan di
negara — negara yang tidak memiliki Undang — Ugdgang membatasi kegiatan
usaha sering mengatur secara khusus tentang teriKiElsanyakan negara

memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripa@sjgmjian horizontal lainnya,

“Ridwan Khairandyed, Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontempor€et. |, (Jakarta:
Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Ekisitas Indonesia, 2006), him. 278

“®Thomas E. Sullivan dan Jeffrey L. Harrisddnderstanding Antitrust and Its Economic
Implications, op. cit.hm. 126 — 127

#89Saecker and Lohsd,aw Concerning Prohibition of Monopolistic Pracs and Unfair
Business Competitiorop. cit.,him. 313
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karena mengandung unsur kecurangan dan akibat yaegigikan terhadap
pembelanjaan pemerintah dan anggaran négara.

Persekongkolan tendebid rigging) adalah praktek yang dilakukan antara
para penawar tender selama proses penawaran, pglaksanaan kontrak kerja yang
bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan obeimerintah dan pejabat —
pejabat di Tingkat Daerah. Dalam hal terdapat ersgkolan tender, para penawar
akan menentukan perusahaan mana yang harus menddgratengan harga kontrak
yang diharapkan. Dalarbid rigging, sebelum diumumkan pemenang tender dan
besarnya harga kontrak, masing — masing pesertdertemelakukan penawaran
dengan harga yang telah direncanakan sebelumnyagga pada akhirnya dicapai
harga penawaran dan pemenang tender sesuai yamgpkhn oleh merela

Bid rigging dalam industri konstruksi merupakan akar penydt@abpsi di
kalangan kaum politik dan pejabat pemerintah. Hadkan mengakibatkan kerugian,
dengan cara memaksa para pembayar pajak untuk gmmap beban biaya
konstruksi yang tinggi.

Demikian pula di bidang hukum persaingabjd rigging dianggap
bertentangan dengan peraturan yang berkaitan demgamonopoli. Sebagai contoh
di Jepang, misalnyahid rigging diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Undang —
Undang Anti Monopoli, yang menetapkan sebagai “pEadgan kegiatan usaha
melalui kerja sama yang saling menguntungkan argarasahaan, dan merupakan
hambatan substansial terhadap persaingan di wilagaiha bisnis tertentu yang
bertentangan dengan kepentingan umum (kartBig"rigging diatur sesuai dengan
peraturan yang melarang hambatan substansial gedesaingan yang dilakukan oleh
asosiasi, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) butir 1 ddpndaUndang Anti Monopoli di
Jepandg®?

Amerika Serikat dan Eropa juga menerapkan pengawgeng ketat terhadap
bid rigging. Di Amerika Serikat penangandwd rigging seperti halnya dengan

penanganan pada praktek kartel, yakni menghukudaken tersebut secaper se

29%saecker and Lohsthid., him. 313

#INaoki Okatani, Regulations on Bid Rigging in JaparThe United States and Europe,
Pacific Rim Law & Policy JournalMarch 1995, him. 250

?2Naoki Okatani, Regulations on Bid Rigging in JaparThe United States and Europe,
op. cit.,hlm. 252
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illegal.?®®> Bahkan Divisi Antitrust Departemen Kehakiman AmarikSerikat
menetapkan praktek tersebut sebagai tindakan lalnfiardasarkarSection 1 the
Sherman Actjisertai dengan denda yang tingti.

Eropa juga mengatur secara kaku terhadag rigging. Bid rigging
merupakartindakan yang dianggap sebagai aktivitas karteddsarkarArticle 85. 1
of the Rome TreatfProsedur ketentuan tersebut diatur dafeicle 17 of the 1962
pengaturan tentantpe Board of ChairmanSementara ituEC Commissiordapat
mengeluarkan peraturan untuk mengeliminasi langk&émgkah yang bertentangan
dengan kegiataiiegal berdasarkarrticle 85. 1 of the Treaty of Ron@leh karena
itu, hal ini dapat diterapkan terhadap perusahaeny yliketahui atau secara sengaja
melanggar ketentuahrticle 85. 1 of the Rome Treatjisertai denda tingdr>

Namun demikian, dalam konteks ekonomi di Amerikail&t, bid riggingdan
price fixing ditetapkan sebagai tindak kecurangdraud). Pelaku bid rigging
menyusun pola untuk mengambil uang dari konsumengale cara penipuan
(kecurangan?® Satu — satunya perbedaan antsichrigging danprice fixing adalah
dalam bentuk transaksi. Pola tindakan dari duatpkatersebut merupakan perjanjian
rahasia gecret agreemenjtsintuk membatasi persaingan.

Bid rigging merupakan jeniprice fixingyang paling sederhana, dan dianggap
sebagai pelanggaraper se illegaf®” Mahkamah Agung Amerika Serikat juga
membenarkan adanya pandangan ini berdasarkan katetite Sherman act.

Penilaian terhadapid rigging dan price fixing bukanlah bentuk atau metode yang

293N aoki Okatanilbid., him. 260. Lihat juga Kara L. Haberbuslhjritting the Government's
Exposure to Bid Rigging Schemes : A Critical LobK'lae Sealed Bidding Regirffeublic Contract
Law Journal, 2000, him. 100

2Naoki Okatani, Regulations on Bid Rigging in JapanThe United States and Europe,
op. cit.,hlm. 260

29Naoki Okatani, Regulations on Bid Rigging in Japamhe United States and Europ#id.,
him. 262

2%Robert E. Connolly, “Do Schemes to Rig Bids and or Fix Prices ConstiRtiee?,
Practising Law Institute, 1992, him. 499

2"United States vs. Flons58 F. 2d 1179, 1183 (sCir, 1977). Lihat pula Thomas Mcmahon,
“The 1992Colorado Antitrust Act : Per se Bid Rigging and Kegues,“ The Colorado Lawyer,
Oktober 1993, him. 2229
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digunakan, melainkan lebih kepada hasil yang akaapdi dalam tindakan
tersebuf®

Larangan persekongkolan dalam Undang — Undang Nd&mdahun 1999
antara lain meliputi persekongkolan dalam menemukamenang tender yang
terdapat pada Pasal 22 yaitu sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan piaiakuntuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender, sehingga dapat meatiakib terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 mentgdsan, bahwa
persekongkolan terjadi diantara para pelaku us@mngan demikian penerapan
ketentuan tersebut harus menyepakati dua kondisy pihak — pihak tersebut harus
berpartisipasi, dan harus menyepakati persekongké&larsekongkolan ini ditujukan
untuk mengakibatkan tender kolusif, artinya parasap®y sepakat untuk
mempengaruhi hasil tender demi kepentingan saldh p@ak dengan tidak
mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura?>°

Persekongkolan yang dilarang dalam Pasal 22 Undabgdang Nomor 5
Tahun 1999 adalah persekongkolaonnspiracydan collusion) antara pelaku usaha
dengan pihak lain dalam penentuan pemenang teyedari, melalui pengajuan untuk
menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaam piga pengajuan
penawaran harga untuk pengadaan barang dan jassa-tgrtentu. Akibat dari
persekongkolan dalam menentukan siapa pemenangrtemd seringkali timbul
suatu kondisi Barrier to entry yang tidak menyenangkan atau merugikan bagi
pelaku usaha lain yang sama — sama mengikuti tefpéserta tender) yang pada

gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan peyaaiitu sendirf>

2%%Robert E. Connolly, Do Schemes to Rig Bids and or Fix Prices Constiftee?’, op. cit.,
him. 507

29°A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak $étex Se lllegal
Atau Rule Of Reason cet — 1, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakblt&kum Universitas
Indonesia, 2003, him. 303

%09 . Budi Kagramanto,Larangan Persekongkolan Tend@Perspektif Hukum Persaingan
Usahg, (Surabaya : Srikandi, 2008), him. 35
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